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Pengantar Penulis 


Bismillahirrahmanirrahim 


Segala Puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul 
“MUHAMMADIYAH DAN METODOLOGI HUKUM 
ISLAM, Analisis Oiyas Terhadap Fatwa Hukum” dapat 
terselesaikan. 


Sholawat dan Salam kiranya selalu tercurah kepada 
Sang Pencerah, Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah yang 
membawa pemikiran yang revolusioner dalam segala 
bidang, termasuk dalam sosial, terutama bidang hukum 
yang berasaskan pada keadilan dan ketundukan kepada 
Tuhan. 


Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua di 
Indonesia yang mengusung isu tajdid, memiliki satu 
lembaga fatwa yang bertugas untuk berijtihad secara 
kolektif yang bernama Majelis Tarjih. Dalam salah 
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satu poin metode tarjih, mereka juga menggunakan 
giyas sebagai pranata penggalian hukum. Tugas mereka 
yang pertama adalah, menyelidiki dan memahami 
ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. 
Kedua, menyusun tuntunan 'agidah, akhlak, ibadah dan 
muamalah dunyawiyyah. Ketiga, memberi fatwa dan 
nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri 
memandang perlu. Keempat, menyalurkan perbedaan 
pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah 
yang lebih maslahat. Kelima, mempertinggi mutu ulama. 
keenam, hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang 
diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. 


Dan untuk mempermudah proses berijtihad di dalam 
tubuh Muhammadiyah ini, maka diputuskanlah kriteria 
orang yang dapat ikut berijtihad di dalamnya, karena 
kualitas manusia yang berijtihad tetap harus dituntut di 
dalam Lajnah Tarjih. Di dalam Gaidah Lajnah Tarjih-nya 
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa peserta musyawarah 
tarjih adalah, “ulama (laki-laki atau perempuan) anggota 
persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih” 

Adapun di dalam berijtihad, Muhammadiyah 
berpendapat bahwa, yang pertama, sumber utama hukum 
dalam Islam adalah al-Ouran dan al-Sunnah al-Shahihah. 
Kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, 


sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan 
ibadah mahdhah dan tidak terdapat nash sharih dalam 


vi Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


al-Ouran dan al-Hadits, digunakan ijtihad dan istinbath 
dari nash yang ada melalui persamaan “illat. Kedua, dalam 
menggunakan hadits, Muhammadiyah lebih menekankan 
pada kritik sanad. Bahkan dalam menerima hadits dha'if 
sebagai hujjah pun, tolak ukur yang digunakan adalah, 
hadits itu harus diriwayatkan dengan sanad yang banyak. 
Ketiga, jima yang diterima hanyalah yang terjadi pada 
masa sahabat Nabi. Pola seperti ini pada dasarnya hasil 
adopsi dari madzhab Hanbali. Di mana menurut Ibnu 
Oayyim al-Jauziyah, sebagai penganut mazhab Hanbali, 
menyatakan tidak menerima ijma kecuali ijma yang 
dilakukan para sahabat. Keempat, giyas yang diterima oleh 
Muhammadiyah dengan catatan tidak mengenai masalah 
ibadah mahdhah. 


Kelima, dalam poin kesembilan manhaj tersebut 
dinyatakan bahwa, men-ta'lil (dalam arti menggali hikmah 
dan tujuan hukum) dapat digunakan untuk memahami 
kandungan dalil-dalil al-Gur'an dan Hadits. Jika 
diperhatikan secara seksama maka pola seperti sama erat 
kaitannya dengan metode istihsan yang diterapkan oleh 
Imam Abu Hanifah. Keenam, menurut Muhammadiyah, 
kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus 
diwujudkan. Karena itu, dalam masalah-masalah yang 
berhubungan dengan mu'amalah, peranan akal cukup 
besar, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu. 


Pola ini dalam ushul figh disebut dengan mashlahat 
al-mursalah, sebuah teori yang diterapkan oleh Imam 
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Malik. Dimana menurut Ramadan al-Buti, kemaslahatan 
dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih kemaslahatan 
akhirat. Ketujuh, metode lain yang digunakan oleh 
Muhammadiyah adalah sadd al-dzariah, sebagai alat 
untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. 


Akhirnya, penulis menyadari bahwa kajian yang 
penulis angkat adalah lautan yang dalam. Kesadaran 
ini memunculkan kepastian bahwa buku ini hanyalah 
seonggok buih ditepiannya. Untuk itu penulis sangat 
berharap kiranya Allah SWT berkenan membangkitkan 
gairah para ilmuan untuk mengkoreksi dan memperdalam 
kajian ini demi kesempurnaannya. Kepada Allah jualah 
semua harapan diletakkan, kiranya tulisan ini dicatat 
sebagai amal kebaikan dan dibalas oleh-Nya dengan 
balasan yang baik di dunia dan di akhirat, amin. 


Tembilahan, Desember 2018 


Penulis 
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PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 


Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di 
Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk 
Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang bertugas 
mengurusi dan membimbing masalah-masalah 
keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. 
Hal ini tertera dalam dokumen pendirian berikut: “.. 
bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah 
timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadijah: 
...Oleh karena kita chawatir, adanja pernjeknjokan dan 
perselisihan dalam kalangan Muhammadijah tentang 
masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjilis 
Tardjih ...“ 


! Suara Muhammadiyah no. 6 / 1355 (1936 ) hal 145. 


Momentum tersebut menjadi penanda bahwa 
pelembagaan ijtihad di kalangan Muhammadiyah 
mewujud dalam Majelis Tarjih. Secara kebahasaan 
Ijtihad bermakna tenaga, kuasa, dan daya. Ia lebih 
berkesan pada usaha sekuat tenaga untuk memecahkan 
dan menghilangkan sebuah beban yang berat. Sehingga 
secara terminologis, ia berarti kegiatan mengerahkan 
daya dan upaya maksimal untuk menemukan hukum 
suatu peristiwa atau perbuatan yang masih bersifat dzanni 
dengan menggalinya dari al-Guran dan Sunnah. 


Salah satu motodologi ijtihad yang menarik untuk 
ditelaah adalah Oiyas.? Ia merupakan proses ijtihad 
yang sistematis untuk mengungkap ketetapan hukum. Ia 
sepenuhnya bergantung pada sumber hukum yang lain, 
baik Alguran maupun sunnah. Terkadang ia didasarkan 
pada Ijma, yang juga mencari dukungan pada kedua 
sumber tersebut. Dengan demikian semua sumber 
tersebut saling terkait dan pada dasarnya merujuk pada 


2 Para ahli ushtil al-figh membedakan antara dalil dan sumber hukum. 
Sumber merupakan wadah yang darinya hukum diambil. Sedangkan dalil 
hanya merupakan petunjuk dimana letak keberadaan hukum. Dengan 
demikian Alguran dan sunnah dapat disebur dengan sumber sekaligus dalil, 
sedangkan ijma dan giyas hanya dapat disebut dalil. Penjelasan lebih lanjut 
lihat Muhammad Hasyim Kamali, The Principles of Islamic Jurisprudence, 
(Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991), hlm. 30., Amir Syarifuddin, 
Ushil Figh, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 44. Namun 
Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi kompromis, di mana sumber hukum 
berarti “Dalil Shara yang dengannya hukum-hukum Syar'iyyah digali” 
Maka dengan demikian ungkapan sumber dan dalil tidak konfrontatif. Lihat 
Wahbah al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 
Juz I, hlm. 401. 
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satu sumber, yaitu al-OGuran. Sedangkan fungsi Oiyas 
dalam ushul al-figh untuk memperluas hukum yang 
secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Ouran dan 
Sunnah. Karena tidak semua persoalan yang terjadi ada 
penjelasannya secara tekstual di dalam Al- Guran dan 
Sunnah. 

Dilihat dari fungsi Oiyas inilah al-shafi'i sejak semula 
mengatakan bahwa Oiyas adalah ijtihad itu sendiri (0! W8 
Jwls sal). Artinya, Oiyas tidak bisa terjadi apabila ada 
hukum yang pasti dari al-Ouran atau al-Sunnah, karena 
hukum dari keduanya harus diikuti. Sedangkan apabila 
tidak terdapat hukum pasti dari keduanya, maka seseorang 
harus melalui jalan yang benar dalam memperoleh 
pengetahuan akan ketetapan hukumnya yaitu dengan 
menggunakan petunjuk (al-dilalah). Menggunakan 
petunjuk hukum dengan segala perangkatnya disebut 
dengan ijtihad, dan ia tidak bisa dilakukan kecuali ada 
petunjuk itu sendiri yaitu Oiyas. Oleh karena itu Oiyas 
adalah ijtihid dan ijtihad itu adalah mengoperasikan 
Oiyas. Tentang hal ini al-Sysyaffi menjelaskan: 


2D And GE Jaw Se gl NY SH d3 ellaak Jp Lb JS 208 
Ab ang Ah SU 1819 AELIL Aing dah OSIS Alay Bd gonga 

dal sLesor Vig “eror YUL dab GA Jaw de YAI 
?$ Muhammad bin Idrisi I-Sysyafii, Al-Risalah (Beirut: Daru I-Kutubi 


I-Tlmiyyah, tanpa tahun), hlm.477. 
4 Tbid. 
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Dalam disiplin bahasa Arab, Oiyas ditempatkan pada 
posisi ketiga dalam deretan urutan dalil dalam cabang 
ilmu ini, yaitu al-sam@' atau al-riwayah, ijma, dan Oiyis. 
Fungsi Oiyas dalam hal ini untuk memperluas kalam 
Arab dengan cara meng-Oiyas-kan pada pola bahasa yang 
ada. Ibn Anbari (w. 557 H) mendefinisikan Oiyds sebagai 
“membawa (haml) far” kepada ashl karena ada “illat dan 
memberlakukan hukm ashl kepada cabang tersebut.” 
Dengan kata lain ketetapan hukum bagi kasus cabang 
(far) didasarkan pada ketetapan hukum kasus pokok 
(ashl) karena ada sifat yang menghubungkan (washf jam?) 
antara keduanya. Definisi Ibn Anbari ini terkesan mirip 
dengan definisi yang umum dalam ilmu Hukum Islam, 
seperti yang diungkapkan al-Amidi, dengan mengutip 
pendapat Abu Husain al-Basri, mengemukakan definisi 
Oiyas sebagai “penerapan hukum ashl kepada far karena 
ada kesamaan '“illah antara keduanya” 


$ Kamaluddin Abi Barakat ibn Anbari, luma'u I-Adillah, (ttp, 1988), hlm. 93. 
Bandingkan dengan Said al-Afghani, Fi Ushiili I-Nahwi, (Beirut: Al-Maktab 
Al-Islami, 1987), hlm. 78. 

S Saifuddin Abi Hasani I-Amidi, Al-Ihkam fi Ushuli I-Ahkam, (Beirut: Daru 
I-Fikr, 2003), juz II, hlm. 126. Definisi senada hanya berbeda redaksi ada pada 
hampir seluruh ahli ushiil dari berbagai kalangan, misalnya ibn Gudamah 
(salah seorang pemuka Hanabilah), mendefinisikan dengan : “menetapkan 
hukum yang serupa terhadap sesuatu yang lain karena terdapat kesamaan 
'illat”, lihat. Abdu I-Karim bin Ali bin Muhammadi I-Namlah, Ithafu dzawi 
I-Bashdiri bi Syarhi Raudhautu I-Naziri fi Ushuli I-Fighi ala Madzhabi 
I-Imbmi Ahmada bin Hambali, Vol.7 (Riyadh: Daru I-Asimah, 1996), hlm. 
28., di kalangan mazhab Hanafi, ada Ibn Hajib yang mendefinisikan dengan 
“kesamaan hukum furu dengan Ashl karena terdapat kesamaan 'illat”, lihat. 
Muhammad bin Mahmud bin Ahmad al-Baberti Al-Hanafi, Al-Rudid wan 
I-Nugnd, Syarh Mukhtashari Ibni I-Hajib, vol. 2 (Riyadh: Maktabatu I-Rusyd 
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Walaupun secara teknis tidak sama persis, kemiripan 
Oiyas dalam ilmu logika juga terlihat jelas dengan 
pandangan dua disiplin di atas.” Dalam ilmu logika, yang 
merupakan salah satu cabang filsafat, Oiyas dipahami 
sebagai “menetapkan sesuatu serupa dengan sesuatu yang 
lain”? Dalam ruang yang lebih teknis, ia beroperasi pada 
penetapan terhadap sesuatu yang inderawi, yang diperoleh 
dari dua premis. Pada setiap premis tersebut harus ada 
petunjuk yang sama, sehingga dapat ditarik hukum 
afirmatif ataupun negatif. Pembuktian yang meyakinkah 
hanya dapat diperoleh dengan cara membuat penalaran 
berdasarkan Oiyas yang akurat.” 


Persamaan di atas akan terus berlanjut pada kajian 
lanjutan dalam sistem penalaran masing-masing disiplin. 
Sehingga pelacakan latar belakang persamaan tersebut 
dalam ranah historis dirasa perlu ditelusuri. Dengan 
demikian akan terlihat hubungan, perbedaan, persamaan, 
dan independensi setiap bidang. 


Lebih jauh dalam kajian hukum Islam, perbedaan 
pendapat tentang Oiyads terjadi dalam hal penilaian 


Nasyirun, 2005), hlm. 456. 

Kemiripan tersebut tidaklah aneh karena muara dari disiplin ilmu keislaman 

adalah bahasa arab. Lihat, “Struktur logika dalam teori hukum Islam 

(telaah atas teori giyas dan double movement)” dalam www.scribd.com/ 

doc/61739646/struktur-logika-dalam-teori-hukum-islam. (25 desember 

2011) 

8 Ahmad al-Damanhuri, Syarhu Idhahi I-Mubham, (Singapura: al-Haramain, 
tanpa tahun), hlm. 12. 

? Muhammad bin Abd al-Karimi I-Sysyahrastani, al-Milal wa I-Nnihal, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2007), juz III, hlm. 542. 
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keabsahan Oiyis untuk dijadikan sebagai salah satu metode 
untuk mengistinbathkan hukum dalam Islam. Mayoritas 
ulama menerima Oiyis sebagai salah satu metode ijtihad, 
walaupun dengan tingkat penerimaan yang berbeda. 
Tetapi Ibn Hazm menolak Oiyas untuk dijadikan metode 
istinbath dalam hukum Islam. Sesungguhnya perbedaan 
pandangan terhadap kehujjahan Oiyds terpulang pada 
seberapa banyak peran ra'y, atau akal dalam menentukan 
hukum yang tidak terdapat ketetapannya dalam nash, 
yang pada gilirannya memunculkan kualifikasi sah dan 
tidaknya penggunaan Oiyis. 

Adalah mengherankan pada seorang Ibn Hazm, 
yang merupakan salah satu tokoh dan ahli logika, ia 
justru menolak Oiyas." Ada beberapa alasan mengapa ia 
menentang penggunaan Oiyas dalam hukum. Ia mengakui 
penggunaan Oiyds dalam ilmu fisika, tetapi tidak 
dalam ilmu-ilmu keagamaan, terutama hukum Islam. 
Sebagai seorang ahli logika ia mempunyai pemikiran 
yang mendalam tentang Al-Ouran dan menemukan 
hanya ada tiga sumber hukum: Al-Ouran, Al-Sunnah 
dan Ijma'. Ia berpendapat bahwa ummat Islam tidak 
dituntut untuk mencari sebab-sebab perintah Tuhan. Jika 
seseorang mengambil sebab suatu ketetapan hukum dan 
menganggap bahwa itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan, 


10 Penolakan ibn Hazm tehadap giyds ia bentangkan dalam bukunya Al-Ihkam 
fi ushali I-Ahkam, (Beirut: Daru I-Kutubi I-“Ilmiyyah, tt) dan bukunya 
tentang logika, al-Tagrib li Haddi I-Mantig, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 
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hal itu merupakan keputusan yang sewenang-wenang. Jika 
pintu sebab-akibat, aturan-aturan syariah terbuka, maka 
akan banyak terjadi perselisihan di antara manusia dan 
kekacauan akan melanda hukum. Menurutnya, dalam 
hukum tidak ada ruang bagi akal sama sekali. Hukum 
didasarkan pada nash yang diwahyukan Tuhan." 


Ia menganggap bahwa logika dan hukum adalah dua 
ilmu yang terpisah, dan merupakan kesalahan yang besar 
menyamakan satu dengan lainnya. Dalam logika, sarana- 
sarana untuk memperoleh pengetahuan adalah persepsi 
indera, penyelidikan dan sebab-sebab. Sedang dalam 
hukum sarana untuk memperoleh pengetahuan adalah 
wahyu. Ada perbedaan besar antara objek yang tidak 
terlihat (mughibit) dengan objek-objek fisik (thabf'iyyat). 
Benar bahwa hasil keduanya kadang- kadang bertepatan. 
Tetapi seseorang tidak boleh tertipu oleh ketepatan ini, 
karena premis kedua ilmu itu berbeda. Karena itu, syari'ah 
tidak boleh disamakan dengan ilmu-ilmu kealaman. 
Syari'ah didasarkan pada premis-premis yang diambil dari 
al-Ouran, sunnah dan Ijma ulama." 


Mayoritas ahli hukum menerima keberadaan Oiyds 
sebagai sumber dan dalil hukum dengan mendasarkan 
pada alasan nagliyyah dan 'agliyyah." Di sini penulis 


1 Abu Muhammad Ali ibn Hazm, Al-Ihkam... hlm. 515. 

2 Abi Muhammad Ali ibn Hazm, Al-Tagrib... hlm. 144, 163, 170 dan 202. 

8 Sejumlah bukti dipaparkan cukup panjang dapat dilihat dalam Wahbah al- 
Zuhaili, Ushal..., hlm. 591-597.: Badruddin Muhammad bin Bahadur bin 
Abdullah al-Zarkasyi, al-Bahru I-Muhit fi Ushul al-Figh, vol.5 (Kuwait: Dar 
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hanya memaparkan jawaban Muhammad Abu Zahrah, 
sebagai sanggahan orang yang menolak Oiyis, yaitu: “... 
(dengan demikian) mereka telah menetapkan (hukum) 
bahwa air kencing manusia adalah najis karena ada nash 
dan air kencing babi suci karena tidak terdapat nash yang 
membicarakan masalah ini." Hemat penulis, perbedaan 
pandangan tersebut terjadi hanya dalam wacana teoritis 
yang akan berhenti pada tarik ulur penggunaan istilah 
yang ingin diajukan oleh setiap aliran pemikiran dan 
akan terhenti bila berhadapan dengan masalah praktis 
dan kasuistik. Oleh karena itu perlu diadakan pengamatan 
yang mendalam atas setiap bangunan teoritis tersebut, 
untuk kemudian pada gilirannya dapat terhubung secara 
sinambung dalam masalah yang bersentuhan langsung 
dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di 
masyarakat. 

Pemetaan terhadap Oiyas tidak berhenti hanya pada 
menerima dan menolak. Dinamika yang mewarnai 
perkembangan metodologi ini lebih banyak dipengaruhi 
oleh intensitas penerimaan terhadapnya. Dalam hal 
ini, berbagai tema didiskusikan secara intensif, seperti 
menetapkan definisi, memberikan klassifikasi, macam- 
macam, dan tata cara merumuskan hukum berdasarkan 
Oiyas, seluruhnya memiliki bagian yang diperdebatkan." 
—al-Safwah, 1992), hlm.16-21,, 

M Muhammad Abu Zahrah, Ushtil al-Figh, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1973), 


hlm. 217. 
$ Ahmad Hasan secara khusus mendedikasikan salah satu karyanya tentang 
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Gejala pemikiran di atas tidak terjadi di Indonesia, 
dalam bentuk tema secara khusus. Namun demikian, kita 
juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa telah ditetapkan 
berbagai keputusan hukum/fatwa, baik dari perseorangan 
maupun kelompok/organisasi. Kenyataan ini secara 
apriori mengajak kita untuk percaya bahwa telah terjadi 
pergolakan pemikiran yang besar mengiringi proses 
ditetapkannya putusan-putusan/fatwa-fatwa tersebut. 

Di Indonesia, fatwa hanya dilakukan oleh ulama atau 
fugaha secara perorangan, hingga memasuki kuartal ke-2 
abad 20. Adalah Muhammadiyah pada tahun 1927 melalui 
majelis tarjih, memberikan fatwa secara organisatoris." 


Ormas Muhammadiyah memberi ruang yang besar 
bagi penggunaan ra'y dalam istinbath dan Ijtihad berikut 
menentukan petujuk operasionalnya. Ijtihad diberlakukan 
dengan memandang dua poin, yaitu : (a) bahwa dasar 
mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al- 
Ouran dan al-Hadits, (b) bahwa di mana perlu dalam 
menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat 
dihayati untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak 
bersangkutan dengan ibadah mahdhah padahal untuk 
alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam Al- 
Ouran atau Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah 


masalah yang didalamnya secara rinci menjelaskan beragam pemetaan 
pemikiran yang berbeda dari -hampir- seluruh materi . Lihat: Ahmad Hasan, 
Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam, terj. Widyawati, (Bandung: 
Pustaka, 2001). 

1S Jbid, hlm. 4-5. 
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alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath daripada nash- 
nash yang ada, melalui persamaan Tllat, sebagaimana 
telah dilakukan oleh 'ulama-ulama Salaf dan Khalaf." 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sesungguhnya 
penggunaan akal/ra'y di kalangan Muhammadiyah 
merupakan implementasi dari Giyas.'' Adapun mengenai 
keputusan hukum yang dikeluarkan, tertuang dalam 
bentuk tarjih yang dilakukan oleh Majelis Tarjih 
Muhammadiyah. 


Namun, hasil keputusan tarjih tidak lagi memberikan 
penjelasan-penjelasan teoritis. Seperti laporan penelitian 
yang dilakukan oleh Abdul Munir Mulkhan terhadap 
Himpunan Putusan Tarjih (HPT), bahwa “dalam hal 
pengeluaran pengertian dari ayat-ayat di atas, dalam HPT 
hampir tidak diketemukan rujukan pendapat ulama” 
Namun hal ini tentu saja tidak serta merta memunculkan 
anggapan bahwa Majelis Tarjih hanya berhenti pada 
pengutipan dan pemahaman terhadap nash-nash al- 
Ouran dan al-Sunnah saja tanpa mempertimbangkan 


7 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-Masalah Teologi dan Figh dalam Tarjih 
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Roykhan, 2005), hlm. 85. HPT yang ada 
di tangan penulis adalah cetakan ke 3 terbitan tahun 2011, yang telah 
mengalami perbaikan dalam gaya bahasa dan beberapa perubahan dalil. 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih 
Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011). 

18 Putusan Majelis Tarjih tahun 1954 menetapkan, “Oiyis adalah salah satu 
dari sumber hukum syariat yang empat, yaitu: al-Ouran, Sunnah, Ijma' dan 
Oiyis ”. Muhd. Noerman, “Sumber Hukum Syariat Islam”, dalam Al-Islam, 
no.2,(Medan, th.1955). 

1 Jbid., hlm. 104. 
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alasan-alasan teoritis-metodologis yang terdapat 
dalam teori pembentukan hukum Islam (ushul al-figh). 
Misalnya, keputusan tarjih dalam HPT tentang zakat 
fitrah menyatakan: “apabila terbenam matahari pada 
akhir Ramadhan, sedang kamu berkelapangan rizki, 
maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak satu sha' atau 
2,5 kg dari bahan makananmu sebelum salat Id untuk 
membersihkan puasamu dan untuk makanan orang- 
orang miskin” Keputusan ini diiringi dengan pemaparan 
dasar-dasar ayat dan beberapa hadits.? Dari putusan ini 
beberapa masalah dapat diajukan, di antaranya dasar 
yang digunakan sebagai konversi satu Sha” menjadi 2,5 
kg, dan kuantitas setiap bahan makanan, seperti kurma 
dibanding gandum, dalam ukuran 2,5 kg, apakah masih 
tetap sama satu sha. Maka dalam hal seperti di atas dan 
sejenisnya dalam setiap tema yang dicarikan hukumnya, 
secara eksplisit dapat dipahami bahwa pergulatan teoritis 
penalaran hukum dalam setiap kasus sekecil apapun 
ia selalu mempertimbangkan banyak sisi manhaji, 
setidaknya tersimpan dalam dada setiap peserta yang 
hadir dan berkompeten. 


Terlepas dari itu, Muhammadiyah merupakan 
organisasi yang “bertugas” menangani masalah yang 
terjadi di masyarakat. Di satu sisi, masing-masing 
memiliki visi-misi, target dan sasaran organisasi, yang 
mengharuskan para penyelenggaranya berjalan dalam 


20 Jbid., hlm. 445. 
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koridor yang telah ditetapkan. Di sisi lain, telah terjadi 
“kooptasi” atau keterbelahan yang mengarah pada 
taassub di masyarakat, yang tercampur dan hidup 
bersama dalam sebuah Negara-bangsa, yang berpotensi 
memempengaruhi keputusan setiap organisasi pada 
pembelaan terhadap kepentingan “warga”, anggota, 
atau simpatisannya. Istilah “cita-cita Hidup” dalam 
Muhammadiyah, mewakili keterbelahan tersebut. Jika 
benar adanya, maka kita menemukan ada metode lain 
dalam perumusan hukum selain Ushul al-Figh, yaitu 
kultur dan gaya hidup. Atau boleh jadi hal ini diasumsikan 
sebagai batas bagi penerapan teori hukum dalam putusan, 
di mana Ushul al-Figh terhenti operasionalnya bila telah 
mengarah pada “sesuai dan tidaknya” dengan kepentingan 
warga, anggota, atau simpatisan, atas nama kultur atau 
gaya hidup. 

Muhammadiyah, beserta keistimewaan metodologi 
ijtihadnya, mengarahkan kita pada satu kesimpulan bahwa 
penggunaan Oiyds walau dalam bentuk dan spesifikasi 
berbeda adalah bagian dari cara istimbat hukum yang 
digunakan. Namun sejauh mana metode Oiyas beroperasi 
dalam perumusan putusan-putusan, ketetapan- 
ketetapan, dan fatwa dari lembaga tersebut masih dirasa 
perlu, terutama bila dibanding dengan perjalanan dan 
perkembangan teori Oiyas dalam kajian ilmu hukum 
Islam/ushil al-figh. Tentu saja kita tidak bisa berharap 
bentuk penalaran ini muncul dalam setiap lembaran 
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putusan hukum yang berbentuk fatwa, karena motivasi 
fatwa itu sendiri lebih kepada kepentingan praktis. Namun 
oleh karena itu pula berbagai asumsi bisa muncul. 


Asumsi yang berusaha penulis bangun dalam melihat 
fatwa-fatwa yang telah diputuskan adalah bahwa ormas 
di Indonesia menggunakan Oiyas sebagai salah satu 
metode istinbath hukum. Namun demikian, sejauhmana 
Oiyas mempengaruhi putusan/fatwa tersebut adalah 
perkara lain yang bisa diamati dari beberapa perspektif, 
di antaranya melacak dan menggali informasi dari pelaku/ 
subjek yang terlibat dalam berbagai keputusan hukum 
yang ditetapkan. Hal ini memiliki muatan subjektifitas 
yang sangat tinggi. Bentuk lain, adalah dengan mengamati 
dan meneliti hasil putusan/atau fatwa yang ditetapkan oleh 
organisasi/lembaga terkait. Dalam hal ini, prediksi hanya 
dapat dilakukan bila ada faktor eksternal yang dijadikan 
ukuran, yang dalam hal ini adalah teori-teori yang 
dimapankan dalam analisa terhadap metodologi Oiyas. 


Penulis, dalam kajian ini, lebih menitik beratkan pada 
bentuk yang kedua, yaitu meneliti hasil putusan/fatwa 
hukum setelah terlebih dahulu melakukan analisis 
terhadap teori Oiyas yang berkembang dalam ilmu ushul 
al- figh. Oleh karena itu, dari bangunan asumsi yang 
tercermin dalam latar belakang inilah, buku ini ditulis. 
Beberapa point penting yang akan diuraikan alam buku 
ini, diantaranya: Pertama, Bagaimana Pembentukan 
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Metodologi Oiyas bagi Pembentukan Hukum Islam? 
Kedua, Bagaimana Penggunaan metodologi Oiyas Oleh 
Muhammadiyah dalam melahirkan fatwa hukum? 


B. Kerangka Pikir 


Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk 
Republik, dengan warga Negara yang majemuk. Dalam 
hal agama yang dianut, Islam adalah agama yang dianut 
oleh mayoritas warga Negara Indonesia.“ Kenyataan ini 
memiliki banyak implikasi, diantaranya adalah bahwa 
setiap pemeluk agama memiliki keinginan yang inheren 
untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar menurut 
keyakinan agamanya. Dalam hal tidak semua pemeluk 
agama mengerti ajaran agamanya, maka diperlukan 
otoritas yang diakui setidaknya secara pribadi untuk 
menyampaikan ajaran tersebut. Dalam Islam, pemberian 
informasi atas ajaran agama ini secara umum dikenal 
dengan istilah “fatwa” 


Istilah ini digunakan oleh tokoh-tokoh agama dan 
ilmuan Islam hampir tidak bisa dibatasi dalam cabang 
ilmu tertentu. Ia hanya dilihat dari pola “ada masalah/ 
pertanyaan yang kemudian diberikan jawaban, maka 
jawaban tersebut adalah fatwa”. Jarang dilakukan 
klasifikasi walaupun sesungguhnya klassifikasi tersebut 
1 Merasarkan sensus 2010, 87,1896 penduduk Indonesia beragama Islam.: 


bttp://id.wikipedia.org/wiki/Agama di Indonesia (diakses pada tanggal 30 
Januari 2012). 
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ada apakah solusi/jawaban atas masalah keyakinan 
('tigad) dinamakan fatwa atau bukan. Ataukah fatwa 
hanya berkenaan dengan masalah-masalah amaliyah yang 
menjadi domain ilmu Figh. 


Adapun sebelum fatwa diberikan, para ahli/ulama'/ 
ilmuan, melakukan serangkaian penelitian dengan 
menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan 
dalam metodologi penggalian hukum (istinbath). Oiyas, 
adalah salah satu metode yang digunakan dalam hal tidak 
ditemukan jawaban pada Al-Ouran, Sunnah, dan Ijma. 
Aktifitas penalaran menggunakan metode penalaran 
hukum tersebut dalam tradisi pemikiran hukum Islam 
dikenal dengan Ijtihad. 


Teori-teori seputar Ijtihad, Oiyis, dan Fatwa dalam 
kajian hukum Islam tidak sepenuhnya seragam. Terdapat 
berbagai perbedaan yang prinsip dalam penerimaan dan 
penggunaan teori-teori tersebut dalam tradisi pemikiran 
hukum Islam, yang telah terjadi sejak awal formulasinya. 
Keadaan ini di satu sisi merupakan sebuah dinamika yang 
memiliki nilai positif dan layak diapresiasi. Namun di 
sisi lain, guna kepentingan praktis, harus ada kualifikasi 
dan verifikasi teoritis, yang bisa saja berakibat penolakan 
atau setidaknya mengabaikan sebagian dan menerima 
sebagiannya. 

Usaha untuk melakukan kualifikasi dan verifikasi 
tersebut merupakan sebuah usaha dalam penelitian ini 
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untuk membangun perspektif. Sedangkan teori yang 
dihasilkan, merupakan grand theory untuk melihat 
gejala-gejala nyata. Pada tahap selanjutnya, keberadaan 
organisasi Muhamamdiyah yang dijadikan objek dalam 
penelitian ini, merupakan penghubung bagi adanya 
putusan hukum atau fatwa, yang didalamnya konsep- 
konsep Oiyis mungkin ada dan dilaksanakan. Dalam 
struktur teori, keduanya disebut middle theory dan apply 
theory.? 


Pertama, Ijtihid, Oiyas dan Fatwa. Ijtihad adalah 
kata arab dalam bentuk masdar dari kata ijtahada, 
dengan kata dasar »-—s-- yang berarti berusaha dengan 
sungguh-sungguh” atau mengerahkan segala daya 
upaya untuk mencapai suatu tujuan“. Dijelaskan oleh 
Sayyid Muhammad Musa Tuwana” dan Wahbah al- 
Zuhaily” bahwa kata dasar »-s- dan semua kata yang 
berasal dari kata dasar ini, biasanya dipakai untuk arti 


2 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 
2011), hlm. 129. Deddy Mulyana menafikan ada teori yang bisa digunakan 
untuk melihat realitas dalam ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. 
Menurutnya hanya perspektif yang bisa melakukan hal tersebut setelah 
menghasilkan kesimpulan berupa teori. Lihat: Deddy Mulyana, Metodologi 
Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 
Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3 dan seterusnya. 

23 Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta, UPBIK, 1984), hlm. 234. 

4 Muhammad Abu Zahrah. Usuhl al-Figh (Kairo: Daral-Fikr al-Arabi, 1958), 
hlm.379. 

? Sayyid Muhammad Musa Tuwana, al-ljtihhd wa mddza Hajatung ilaihi fi 
hadza al- 'Ashr (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1973), hlm. 97. 

2 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami. Juz.H. (Damasgus: Dar al- 
Fikr, 1998), hlm. 1065. 
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yang berhubungan dengan suatu pekerjaan yang tidak 
biasa/berat, keadaan yang memberatkan atau tidak 
disenangi. Kata ini telah menjadi istilah teknis dikalangan 
para ahli hukum/para Yuris terutama para ahli Ushul Figh. 

Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini, oleh para 
ulama didefinisikan dalam bentuk dan redaksi yang sangat 
beragam namun pada intinya adalah sama. Ibn Oayyim 
al-Jauziyyah: tidak ada perbedaan pendapat bahwa ilmu 
itu berarti pengetahuan (al-marifah) yang diperoleh dari 
dalil, tanpa dalil ia hanyalah taglid,” mengisyaratkan 
bahwa ijtihad adalah keseluruhan dari aktivitas ilmiah 
dalam usaha mendapatkan pengetahuan lewat dalil-dalil, 
sebagai lawan dari taglid. Al-Syirazi memberi definisi 
meluangkan kesempatan dan mengerahkan segenap 
kemampuan dalam mencari ketentuan hukum Syar'i. 
Al-Subki?” dan al-Amidi memberi definisi yang lebih 
mengarah pada kedudukan hukum hasil ijtihid dan 
lapangan ijtihad, yaitu pengerahan kemampuan seorang 
Yuris untuk memperoleh sangkaan kuat (Zhan) adanya 
hukum, lebih jelas lagi Abd al-Wahhab Khallaf”' memberi 
definisi, pengerahan kemampuan untuk menghasilkan 


9 Muhammad bin Abu Bakr Ayyub (lebih dikenal dengan, dan selanjutnya 
disebut, ibn Oayyim al-Jauziyyah), Alamu I-Muwaggi'in an Rabbi I-Alamin, 
Vol.2 (Riyad: Dar ibn al-Jauziy, 1423 H), hlm. 12. 

2 Al-Syirazi, al-Luma' fi Ushal al-Figh ( Surbaya: Mathba'ah al-Hidayah, 
tth.), hlm. 70 

2 Al-Subki, Jamu I-Jawimi, Juz.II. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 379. 

2 Abdul Wahhab khallaf, Ilm Ushil al-Figh (Cairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 
1968), hlm. 216. 
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hukum Syar'i dari dalil-dalilnya secara terinci. Dan 
diperjelas oleh Abu Zahrah"' atau dalam aplikasinya. 


Dari beberapa definisi di atas secara umum dapat 
disimpulkan bahwa ijtihad adalah penalaran maksimal 
seorang Yuris untuk memperoleh prediksi logis atau 
estimasi hukum dalam masalah aktual yang secara jelas 
tidak ada pernyataan Nash dalam al-Ouran, al-Hadits 
ataupun ijma. 

Oiyas, adalah bentuk penalaran sistematis dalam 
hukum.” Defenisi praktis Oiyas telah banyak dirumuskan 
oleh para ahli hukum, namun meminjam istilah Ahmad 
Hasan “penuh teka-teki. Pernyataannya tersebut 
dibuktikan dalam karyanya, yang bahkan dalam definisi 
terminologis Oiyas tidak menemukan kesepakatan. 
Yang disepakati dalam teori Oiyas sementara ini hanya 
berkenaan dengan unsur-unsur Oiyas, yaitu, ashl, furu, 
hukum '@shl, dan “illat. 


Di antara para peneliti yang telah mengkaji seputar 
Oiyas antara lain Joseph Schacht dalam The Origins of 
Muhammadan Jurisprudence,” yang menyimpulkan bahwa 


3 Muhammad Abu Zahrah, Ushil..... hlm. 379. 

2? Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, (Islamabad: 
Islamic Research Institute, 1986), hlm. 5. 

3 Jbid, hlm. 115. 

4 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,london: Oxford 
University Press, 1959. Topik yang sama lihat Wael B. Hallag, The Origins 
and Evolution of Islamic Law, United kingdom: Cambridge University Press, 
2005. Yassin Dutton, The Origins of Islamic Law, (Great Britain: Curzon 
Press, 1999). 
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Oiyas dalam hukum Islam berasal dari Oiyas yang ada 
dalam agama Yahudi. Tetapi Schacht tidak menjelaskan 
bagaimana proses masuknya gagasan tentang Oiyds yang 
ada dalam agama Yahudi tersebut masuk atau tepatnya 
diadopsi oleh para ahli hukum Islam.” 


Berbeda dengan Schacht, Ahmad Hasan dalam The 
Early Development of Islamic Jurisprudence,S mengatakan 
bahwa Oiyas yang ada dalam ushul al-figh bukan berasal 
dari agama Yahudi atau budaya asing lainnya, melainkan 
ja muncul sebagai desakan kebutuhan sosial masyarakat 
Arab Islam. Tapi perlu penjelasan lebih lanjut mengenai 
proses pembentukan Oiyas tersebut sampai pada tingkat 
kematangannya seperti sekarang ini. Bisa jadi dalam 
perkembangannya Oiyas mendapat pengaruh dari budaya 
asing. 

Di kalangan ushuliyyin sendiri, perbedaan definisi 
hampir memenuhi seluruh ruang teori Oiyis, baik dari 
definisi etimologi dan terminology, syarat,” rukun dan 


5 Tampaknya Agus Triyanta berusaha memberikan penjelasan proses 
masuknya giyas dalam hukum Islam. Menurutnya, upaya sistematisasi giyas 
oleh Sysyafi'i terjadi setelah terjadi interaksi dengan murid-murid Abu 
Hanifah, di mana Abu Hanifah adalah orang yang telah mempelajari Teologi 
dan berhubungan intens dengan para Rabbi Yahudi Kufah. Agus Triyanta, 
“Greek Philosophy And Islamic Law (The Influence of Aristotles Logic on 
Analogical Oiyds in Sysyafifs Risala)”, dalam Logika, no.6, Volume.5 Juli 
2001, hlm. 28. 

8 Lihat Ahmad Hasan, The Early Develofment of Islamic Jurisprudence, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), dan Analogical Reasoning in 
Islamic Jurisprudence, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986). 

4 Pembicaraan rinci tentang syarat fatwa sebagaimana juga diakui Ahmad 
Hasan- hanya dibahas oleh kalangan Hanafiyah, seperti al-Bazdawi yang 
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bahkan operasional penalaran inter kelompok penalaran. 


Adapun fatwa, menurut Rohadi Abdul Fatah berarti 
“jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang 
tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam 
masyarakat)." Ibn Oayyim al-Jauziyyah, dengan bahasa 
khasnya yang indah mengungkapkan posisi fugaha' “ 
para fugaha Islam, yaitu orang yang fatwanya meluncur 
dari ucapan mereka, beredar di antara manusia. Mereka 
diistemewakan karena menggali hukum-hukum, menjadi 
tujuan untuk merentangkan kaidah halal dan haram, 
maka kedudukan mereka di bumi laksana bintang di 
langit, yang menunjuki segala yang melata (untuk keluar) 
dari kegelapan. hajat manusia kepada mereka lebih 
besar dari hajat mereka kepada makanan dan minuman, 
ketaatan kepada mereka lebih dikedepankan (afrad) bagi 
manusia dibanding ketaatan mereka kepada ibu dan bapak 
mereka...” Dari ungkapan ini, Ibn Oayyim seolah mau 
menegaskan bahwa fatwa adalah ucapan tentang halal- 
haram (hukum) yang keluar dari seorang yang menggali 


mengetengahkan 4 syarat, sedangkan al-Syarakhshi membicarakan panjang 
lebar 5 syarat . Lihat: al-Bazdawi, Ushil al-Bazdawi, dalam margin Abd 
al-Aziz bin ahmad al-Bukhari, Kasyfu I-asrar an Ushuli Fakhri I-Islam al- 
bazdawi, Juz.3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, tanpa tahun), hlm. 301-344.: 
Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, Ushiil al-Sarakhsi, juz. 2 
(India: Lajanah Ihya al-Maarif al-Nu'maniyyah, tanpa tahun), hlm. 149. 

8 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2006), hlm. 7. 

“ Ibn Oayyim al-Jauziyyah)/Muhammad bin Abu Bakr Ayyub. Alamu 
I-Muwaggi'in an Rabbi I-Alamin, Vol.2. (Riyadh: Dar ibn al-Jauziyy, 1423 
H), hlm. 14. 
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hukum, dan mengurainya berdasarkan kaidah-kaidah 
penggalian/istinbath hukum. 


Kedua, Fatwa/keputusan Hukum Muhammadiyah. 
Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia 
diperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin dicarikan 
solusinya. Permasalahan tersebut sangat kompleks, meliputi 
seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik dalam perilaku 
beragama keyakinan/Ptigad, ibadah, mu'amalah, akhlak/ 
perilaku, maupun masalah-masalah sosial kemasyarakatan, 
seperti politik, relasi sosial, dan lain-lain. Muhammadiyah 
merupakan lembaga sosial keagamaan yang menyediakan 
ruang dalam gerakan organisasinya untuk merespons 
masalah-masalah tersebut. 


Muhammadiyah memiliki orientasi yang tidak semata- 
mata hukum halal-haram dalam menetapkan fatwa, 
namun organisasi ini lebih menitik beratkan usahanya 
pada ide pemurnian, sosial, pendidikan, dan dakwah. 
Namun demikian, respons berbentuk jawaban-jawaban 
atas masalah hukum yang diajukan melalui sebuah majelis 
khusus yang terpusat, yaitu Majelis Tarjih. Di samping 
itu. Terhadap putusan yang telah ditetapkan, dihimpun 
dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih), dan terhadap 
permasalahan yang belum ditetapkan dalam HPT, PP 
Muhammadiyah menyediakan ruang Tanya Jawab, yang 
setelah melewati proses tarjih akan dipublikasikan dalam 
buku “Tanya Jawab Masalah Agama”. 
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Ketiga, Implementasi penggunaan Metode Oiyis yang 
tercermin dalam Fatwa. Membicarakan implementasi 
metodologi yang digunakan hingga ditetapkan sebuah 
solusi hukum berarti membicarakan prosedur penalaran 
yang tidak hanya bersifat teknis dan konkret, namun juga 
bersifat dinamis dan abstrak. 


Muhammadiyah memiliki fatwa-fatwa yang telah 
terbit dengan melewati proses penalaran tertentu. Hanya 
saja penulis tidak banyak menemukan analisis terhadap 
penggunaan metode Oiyas yang dilakukan. 


Muhammadiyah, selain fatwa-fatwa dalam struktur 
tertinggi, juga menyediakan ruang bagi warganya untuk 
bertanya dan akan dijawab oleh Tim Majelis Tarjih 
dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam bentuk fatwa- 
fatwa tarjih. Suara Muhammadiyah mempublikasikan 
dalam bentuk buku yang bertajuk fatwa-fatwa Tarjih: 
Tanya Jawab Agama. Penulis tidak menemukan banyak 
analisis metodologis, karena secara umum fatwa-fatwa 
tersebut digunakan untuk kepentingan praktis warganya. 
Namun demikian, beberapa indikasi penalaran dan 
perluasan hukum, apakah dinamai Oiyis atau tidak, dapat 
ditemukan di banyak tempat. Misalnya, tentang ukuran 
air musta'mal untuk bersuci tidak disebutkan oleh hadits, 
yang ada hanya beberapa hadits yang membolehkan 
berwudhu dengan satu bejana oleh banyak orang. Oleh 
karena itu, tidak ada ukuran tertentu dan sah bergantian 
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menggunakan air walau satu bejana, mengingat adanya 
dalil. Namun pada tahap berikutnya, penjelasan ditambah 
dengan “jika telah berubah sifat-sifatnya, seperti berubah 
bau dan warnanya, maka air itu tidak dapat digunakan 
untuk bersuci lagi”. 


Meskipun Tim Tarjih tidak menjelaskan bentuk 
penalaran dipandangnya sifat air sifat air sebagai penentu 
boleh dan tidaknya air digunakan bersuci, namun kita 
dapat melihat keterlibatan pengetahuan akan kata “s4”/ 
air, yang diketahui penalaran terhadapnya. 


C. Sistematika Buku 


Kajian dalam buku ini, merupakan kajian 
kepustakaan (Library Research), yang dioperasikan untuk 
mengeksplorasi dan mengeneralisasikan dokumen- 
dokumen yang berkenaan dengan sejarah, Shart, rukn, 
dan teori-teori seputar Oiyas, dan keputusan-keputusan 
hukum yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. 

Sistematika secara keseluruhan buku ini akan 
diuraikan dalam beberapa bab, yaitu: Bab I berisi 
pendahuluan, yang memuat latar belakang, kerangka pikir, 
metodologi kajian, dan sistematika buku. 

Bab II berisi pembahasan seputar konsep giyas 
sebuah, sebuah metodologi sekaligus sumber penetapan 


0 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama, vol.6 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 
2010), hlm. 2-3. 
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hukum. Sub bab ini berisi pembahasan seputar ijtihad dan 
fatwa, serta giyas dalam lintasan sejarah. 


Bab III membahas struktur giyas dalam metodologi 
hukum Islam, meliputi kasus asal, kasus cabang, “illat. 
Sementara Bab IV membahas analisis metodologi giyas 
terhadap fatwa hukum muhammadiyah. Pada pembahasan 
ini meliputi sejarah singkat muhammadiyah. Oiyas dalam 
pandangan muhammadiyah. Oiyas dalam bidang ibadah 
dan kerakteristik giyas dalam bidang ibadah mahdah. 


Teakhir, Bab V berisi penutup yang mencakup 
kesimpulan dan catatatan rekomendasi.I| 
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MENAKAR 
KONSEPSI OIYAS 


A. Ijtihad Sebagai Fondasi Fatwa 


Hukum Islam berkembang dengan munculnya 
persoalan baru dari waktu ke waktu semenjak masa 
Nabi, serta dicipta dan dicipta lagi, ditafsir dan ditafsir 
lagi sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Proses 
pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum ini disebut 
ijtihad.' Maka secara sederhana ijtihad dipahami sebagai 


! Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 115. Secara harfiah ijtihad berarti 
bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Makna harfiah ini 
diungkapkan para ahli tidak dalam redaksi yang seragam, namun tidak 
lepas dari (a) bahwa ia merupakan kegiatan, (b) dilakukan dengan 
mengerahkan kemampuan optimal hingga pada tingkat payah/sulit, dan (c) 
aktivitas tersebut berkenaan dengan sesuatu yang memang telah menjadi 
target. Maka kegiatan mengangkat satu batu kecil, tidak dianggap ijtihad 
dalam makna bahasa. Lihat Muhammad al-Syaukani, Irsyadu I-Fuholi ild 
tahgigi I-haggi min Tlmi I-ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 250.: Ali bin 
Muhammad al-Amidi, al- Ihkamu fi Ushili I-Ahkam, Vol IV, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 197.5 Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad 
al-Namlah, al-Muhadzdzab fi 'ilm Ushuli I-Fighi al-Mugdran, Tahriru li 
Masdilihi wa Dirdsatiha Dirasata Nnazariyyata Ttathbigiyyah, Vol.5 (Riyad, 
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sebagai sebuah upaya penalaran dan penafsiran (reasoning 
and interpretation) Pemahaman sederhana inilah yang 
diterima dan dijalankan ilmuan Muslim awal sebelum 
diformulasikan dan disistematiskan pada masa al-Syafri 
dan masa-masa selanjutnya. 


Ijtihad adalah kata arab dalam bentuk masdar dari 
kata ijtahada, dengan kata dasar »-s-z yang berarti 
berusaha dengan sungguh-sungguh? atau mengerahkan 
segala daya upaya untuk mencapai suatu tujuan'. 
Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Musa Tuwana? dan 
Wahbah al-Zuhaily' bahwa kata dasar »-s-7 dan semua 
kata yang berasal dari kata dasar ini, biasanya dipakai 
untuk arti yang berhubungan dengan suatu pekerjaan 
yang tidak biasa/berat, keadaan yang memberatkan atau 
tidak disenangi. Kata ini telah menjadi istilah teknis 
dikalangan para ahli hukum/para Yuris terutama para 
ahli Ushul Figh. 
Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini, oleh para 
ulama didefinisikan dalam bentuk dan redaksi yang sangat 
Maktabah al-Rusyd, 1999), hlm. 2317. 

United State Institute of Peace, Ijtihad: Reinterpreting Islamic Principles for 

the Tenty-first Century, edisi Special Report, no.125 (Washington DC: USIP, 

2004), hlm. 2. 

3 Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta, UPBIK, 1984), hlm. 234. 

1 Muhammad Abu Zahrah. Ushiil al-Figh ( Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 
hlm. 379. 

? Sayyid Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihad wa maza Hajatuna ilaih fi 
haza al-Asr (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1973), hlm. 97. 


8 Wahbah Al-Zuhaili, Usuhl al-Figh al-Islami. Juz.H!. (Damasgus: Dar al- 
Fikr, 1998), hlm. 1065. 
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beragam namun pada intinya adalah sama. Ibn OGayyim 
al-Jauziyyah: tidak ada perbedaan pendapat bahwa ilmu 
itu berarti pengetahuan (al-marifah) yang diperoleh 
dari dalil, tanpa dalil ia hanyalah taglid”, mengisyaratkan 
bahwa ijtihad adalah keseluruhan dari aktivitas ilmiah 
dalam usaha mendapatkan pengetahuan lewat dalil-dalil, 
sebagai lawan dari taglid. Al-Shirazi memberi definisi 
meluangkan kesempatan dan mengerahkan segenap 
kemampuan dalam mencari ketentuan hukum Syar'i. 
Al-Subki? dan al-Amidi memberi definisi yang lebih 
mengarah pada kedudukan hukum hasil ijtihid dan 
lapangan ijtihad, yaitu pengerahan kemampuan seorang 
Yuris untuk memperoleh sangkaan kuat (Zhann) adanya 
hukum, lebih jelas lagi Abd al-Wahhab Khallaf'?' memberi 
definisi, pengerahan kemampuan untuk menghasilkan 
hukum Syar'i dari dalil-dalilnya secara terinci. Dan 
diperjelas oleh Abu Zahrah"' dalam aplikasinya. 


Ijtihid adalah instrument terpenting dalam sistem 
hukum Islam untuk bertahan di segala tempat dan segala 
kondisi. Karena hukum terikat dengan kaidah “perubahan 
tempat dan waktu menghendaki perubahan status 


7 Muhammad bin Abu Bakr Ayyub (lebih dikenal dengan, dan selanjutnya 
disebut, ibn Gayyim al-Jauziyyah), Alam al-Muwaggi'in an Rabb al-'Alamin, 
Vol.2 (al-Riyadh: Dar ibn al-Jauziyy, 1423 H), hlm. 12. 

8 Al-Syirazi, al-Luma fi Ushil al-Figh ( Surbaya: Mathbaah al-Hidayah, 
tth.), hlm. 70 

? Al-Subki, Jamu I-Jawemi, Juz.II. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 379. 

10 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushiil al-Figh (Cairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 
1968), hlm. 216. 

1 Muhammad Abu Zahrah, Ushtil ..... hlm. 379. 
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hukum” Ia merupakan langkah harmonisasi antara nilai 
absolute wahyu dengan relativitas akal. Seluruh sumber 
hukum setelah al-Guran dan al-Sunnah, baik ijima dan 
Oiyas sebagai sumber yang disepakati, maupun istihsin, 
istislah, dan lain-lain, merupakan refresentasi dari 
ijtihid." Diskusi tentang ijtihad kontemporer diwarnai 
dan dihubungkan dengan kondisi sosial dan peradaban 
umat Islam, di mana kemunduran umat Islam setelah 
berakhirnya kejayaan Abbasiyah dikaitkan dengan 
inovasi pemikiran melalui ijtihid yang terhenti. Secara 
teknis," ijtihad seperti disimpulkan al-Zuhaili merupakan 
“kegiatan penggalian hukum Syariat dari dalil-dalil yang 
telah rinci” 


Kesimpulan ini merupakan hasil analisis terhadap 
berbagai definisi yang berusaha diajukan oleh para ahli 
dengan cara mengajukan satu dua keberatan terhadap 
definisi-definisi tersebut, di antaranya al-Amidi," penulis 
Fawitihi I-Rrahamut dan komentarnya Musallamu al- 
Tstsubut,” Al-Ghazali, dan ilmuan lain. 


2 Muhammad Tahir al-Oudri, Ijtihhd: Meaning, Application and Scope (Lahore: 
Minhajul Ouran Press, 2007), hlm. 29. 

8 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Yurisprudence 

M Hampir seluruh karya ushril al-figh membahas tentang definisi ijtihad, baik 
dalam satu bagian tertentu atau disisipkan dalam tema-tema lain. 

1 Wahbah al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islami, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 
hlm. 326. 

16 Ali bin Muhammad al-Axmidi, al- Ihkam..., hlm. 197. 

” Keduanya tergabung dalam satu format. Fawatihi al-Rrahamut ditulis 
oleh Abd alAli Muhammad bin Nizhamu I-Din Muhammad al-Sahalawi, 
sedangkan Syarh-nya berjudul Musallam al-tsubut ditulis oleh Muhibbullah 
bin Abdu I-Syakari I-Bihari. Dalam tulisan ini, referensi ditulis dengan nama 
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Dari uraian di atas, setidaknya terdapat beberapa 


point mendasar yang disepakati, di antaranya: 


Bahwa Ijtihad dilakukan dengan usaha yang 
maksimal. Keputusan hukum yang mungkin 
dianggap sederhana, seperti membasuh muka 3 
kali dalam berwudu' hukumnya Sunnah. Namun 
sesungguhnya usaha yang luar biasa dilakukan 
oleh para mujtahid sebelum memfatwakan 
hukum Sunnah dalam membasuh muka, di mana 
mereka harus melakukan usaha yang melelahkan 
untuk mencari dan mengumpulkan nashh- 
nashh al-Guran dan al-Sunnah, serta ijjma yang 
berkenaan dengan wudu, lalu melakukan analisis 
mendalam menggunakan segala pengetahuan 
yang bisa diperoleh, melalui analisa bahasa, 
penafsiran-penafsiran, dan lain-lain, hingga 
ditetapkan sebuah kesimpulan hukum. 


Ijtihad harus dilakukan oleh Fagih dalam 
masalah-masalah figh (“amali). Meskipun usaha 
penarikan kesimpulan terhadap masalah-masalah 
Ptigad (keyakinan), bahasa, dan bidang-bidang 
ilmu lain terkadang juga dinamakan dengan 


penulis fawatih saja, sedangkan judul buku ditulis “Fawdtihu I-Rrahamut bi 
Syarhi Musallami I-tsubut Ijtihad didefinisikan dengan: ((& 4d! 5s BU! Jus 
SP S3 Jeaps), pengerahan segenap kemampuan oleh ahli figh dalam 
menghasilkan hukum Shar' yang Zhanni. Abd Ali Muhammad bin Nizham 
al-Din Muhammad al-Sahalawi, Fawatihi I-Rrahamut bi Syarhi Musallami 
I-Tsubnt, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hlm. 404. 
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ijtihad, namun dalam tulisan ini dapat diabaikan 
karena bukan focus kajian, atau setidaknya, harus 
direkomendasikan untuk penelitian yang lain 
yang secara khusus membicarakan ijtihad dalam 
ranah T'tigad, bahasa, dan ilmu-ilmu yang lain. 


Alasan-alasan kewajiban ijtihad secara umum dibagi 
menjadi dua alasan yaitu alasan-alasan internal dan 
alasan-alasan eksternal. Alasan-alasan internal yang 
dimaksud adalah alasan-alasan yang berasal dari dalam 
sumber hukumnya, sedangkan alasan-alsan 
eksternal adalah masalah-masalah realitas yang harus 
disikapi agar ternaungi oleh hukum Islam. 


a. Alasan-Alasan Internal 


Dalam al-Guran memang tidak ditemukan nashh- 
nashh yang secara langsung menyuruh melakukan 
ijtihad, namun demikian, ungkapan-ungkapannya 
tentang keharusan berfikir, secara umum banyak 
ditemukan terutama dalam bentuk pertanyaan- 
pertanyaan yang sangat menggugah untuk segera 
disikapi. Seperti diantaranya pernyataan-pernyataan 
afala tatafakkarun," afala yatadabbarun," afala talamun,” 
dan afala tadzakkarun” bahkan lebih jelas lagi, al- 


Ouran mempertanyakan dalam bentuk pengingkaran 


8 Al-Ouran , 6 (al-Anam:50). 

1 Al-Ouran , 8 (al-Nisa':82). 

2 Al-Guran, 3 (Ali Imran:60). 6 (al-Anam:31). 
21 Al-Guran, 11 (Hud:24). 
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(istifham inkari) tentang keberadaan seseorang yang 
tahu dan yang tidak tahu, orang-orang yang mau 
melihat dan peduli pada realitas dengan orang- 
orang yang acuh pada realitas.” 


Dalam kesempatan yang sama al-Guran menyuruh 
mengambil contoh dan ibarat” terhadap ayat yang 
diturunkanNya,” serta menyuruh untuk mengkaji, 
memperdalam dan memahami materi-materi hukum 
dengan cara mengembalikan setiap kasus hukum 
kedalam naungan wahyu yang diturunkan-Nya? sebagai 
sumber pokok dalam Syari'ah.” Sementara disatu sisi, al- 
Ouran mengancam orang-orang yang enggan menjadikan 
hukum Allah sebagai rujukan dengan gelar “Zhalimun,” 
fasigun,8 lebih ekstrem lagi dengan gelar kafirun,” dan 
disisi lain, al-Guran menjanjikan petunjuk (huda) dan 
kedudukan yang tinggi disisi Allah bagi orang-orang yang 
mau berusaha keras dan berjuang dalam agama-Nya,” 
baik dengan hartamaupun dengan jiwanya." Termasuk 
dalam pengertian jihad al-nafs adalah jihad intelektual 


2 Al-Ouran, 39(al-Zumar:9), 6 (al-Anam:50). 

23 Al-Ouran, 59(al-Hashr:2): 12(Yusuf:111). 

4 Al-Ouran, 2 (al-Bagarah:266), 13(Al-Rad:3): 30(al-Rum:21,23,24,28): 39(al- 
Zumar :42), 3(Ali Imran:118): 6 (al-Anam:65). 

2 Al-Ouran, 5(al-Maidah:49), 4 (al-Nisa':105). 

26 Al-Ouran, 4 (al-Nisa':59), 3 (Ali Imran:32). 

2? Al-@uran, 5(al-Maidah:45). 

2 Al-Ouran, 5(al-Maidah:47). 

2 Al-Ouran, 5(al-Maidah:44). 

2 Al-Ouran, 29 (al-Ankabut:69). 

31 Al-Ouran, 9 (al-Taubah:20,80). 
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yang juga dianjurkan oleh al-Our'an yaitu memperdalam 
pengetahuan tentang agama atau tafagguh fi al-din” ketika 
orang-orang Islam keluar semua untuk berjihad fisik dan 
dimaksudkan agar bisa menyelesaikan masalah-masalah 
realitas. Alasan yang juga tak kalah pentingnya yang 
juga termasuk alasan internal adalah, diketahui bahwa 
dalam al-Guran banyak ditemukan statement-statement 
umum dan global seperti bentuk-bentuk mutlag, mujmal 
harus ditetapkan indikasinya untuk diaplikasikan dalam 
masalah-masalah parsial (juzi), terlebih lagi dalam al- 
Ouran terdapat ayat-ayat yang samar (mutasyabihat) yang 
harus dijelaskan artinya (ta wil). 

Adapun alasan-alasan kewajiban yang terdiri dari 
al-Hadits adalah banyak sekali baik yang dimengerti 
dari tindakan-tindakan Nabi ketika menghadapi kasus- 
kasus hukum yang tidak terselesaikan dengan wahyu 
al-Ouran, atau anjuran-anjuran dan persetujuan Nabi 
terhadap para sahabatnya dalam menghadapi kasus yang 
secara jelas tidak ditemukan bukti tekstual. Dalam hal ini, 
Mahmassani” mengutip Hadits: 


Pa ad La Sob S2 AS UI 


Dan perkataan Nabi kepada Ibn Mas'ud yang secara 
langsung menyuruh melakukan jjtihad, yaitu : 


2 Al-Ouran, 9 (al-Taubah:122). 
8 Mahmassani, Falsafah al-Tashri', hlm. 129. 
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Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Muwad bin Jabal 
ketika ia dan Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman. 


Di samping alasan-alasan di atas, ternyata para 
ulama madzhab yang selama ini selalu dijadikan 
acuan, dengan jelas mengatakan tidak boleh bertaglid, 
seperti perkataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf 
yang dikutip oleh Mahmassani” yaitu: 


Dan perkataan Ahmad bin Hambal yaitu: 


2gb apn Upayakan Al Ng PELAN SIL Yg gpu Y 


b. Alasan-Alasan Eksternal 


Di samping alasan-alasan internal yang telah 
disebutkan di atas, alasan-alasan yang paling mendesak 
untuk melakukan ijtihad adalah alasan-alasan yang 
bersifat eksternal, yaitu berupa masalah-masalah yang 
terbias dari transformasi peradaban manusia yang 
semakin berkembang yang setelah dikonsultasikan pada 
preseden yang ada, tidak ditemukan secara jelas kepastian 
aturan-aturannya. Dan meskipun al-Guran merupakan 
sumber norma dan nilai-nilai normatif yang sudah 
komplit dan setiap masalah menurut pengakuannya telah 


4 Mahmassani, Falsafah al-Tasyri', hlm. 148. 
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dijelaskan,” ternyata ketika dihadapkan pada masalah- 
masalah realitas, sangat sulit menafsirkan dan menentukan 
indikasinya, dengan kata lain preseden al-Our'an atau 
al-Hadits telah tidak dialogis dan dialektis lagi seperti 
halnya ketika diturunkan atau diriwayatkan yang selalu 
memberi solusi terhadap masalah realitas. Sementara di 
satu sisi, dikatakan oleh ulama, bahwa al-Ouran yang 
harus dijadikan rujukan, ternyata hanya memuat kurang 
lebih 500 ayat (atau 600 ayat menurut sebagian ulama yang 
dianggap muhkam atau yang mengandung elemen hukum 
dari keseluruhan ayat yang berjumlah 6219, itupun 
mayoritas berkaitan dengan masalah ritual sedangkan 
yang bertalian langsung dengan hukum hanya berjumlah 
80 ayat,” jadi kelengkapan dan keuniversalannya justru 
terletak pada keumuman dan keglobalan ungkapan- 
ungkapannya yang akan dihadapkan pada masalah 
actual. Dan di sisi lain, al-Hadits sebagai sumber dan 
penjelas bagi al-OGuran, mayoritas adalah merupakan 
spesifik dari masalah-masalah realitas di waktu al- 
Hadits tersebut dikeluarkan, jadi tanpa menggali dan 
mengembalikan pada motif-motif keniscayaan keduanya 
sangat sulit mengaplikasikan pada masalah aktual. 


Kedudukan hasil ijtihad apabila dilihat dari produk 
hukumnya secara umum dapat dibagi ke dalam ijtihad 


3 (O.S, 6:38: 16:89). 
8 An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil liberties, Human Raight and 
International Law, Terj. (Yogyakrta: LKiS dan Pustaka Pelajar,1994), hlm. 41. 
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valid dan yang invalid, ini didasarkan pada pernyataan 
Nabi tentang pahala ganda bagi yang valid hasil ijtihadnya 
dan satu pahala bagi yang invalid.” 


Sedangkan apabila dilihat dari mengikat (multazim) 
dan tidaknya, hukum hasil ijtihad adalah tidak mengikat 
kecuali kepada diri pencetusnya, dan tidak menjadi hujjah 
kepada seluruh ummat manusia dan tidak seorangpun 
yang wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan 
hasil ijthad tersebut,” sebab masalah yang telah 
ditetapkan oleh seorang mujtahid didasarkan pada dalil 
Syar'i yang Zhanni yang memungkinkan perbedaan 
hukum karena perbedaan penalaran, metode yang 
dipakai serta situasi dan kondisi yang melatari tersebut. 
Akan tetapi hukum ijtihidi bersifat mengikat kepada 
orang yang secara khusus meminta fatwa dalam suatu 
masalah. 


Metode yang dipakai oleh para ulama dalam rangka 
istinbath hukumnya sangat beragam sekali terutama 
setelah tidak menemukan bukti tekstual yang akan 
dijadikan landasan penetapan hukumnya. Keadaan ini 
lebih banyak dipengaruhi oleh sosio-kultur dan aliran 
penalaran hukum mereka. 

Metode-metode tersebut yaitu: metode Ijma, Oiyas, 
Istihsan, Istishlah dan istidlal (mencari dalil) yang 
menurut istilah ulama Ushul Figh adalah dalil yang 


37 Al-Nawawi, Shahih Muslim..., hlm. 13. 
38 Mahmud Hilmi, Nizhamu I-Hukmi I-Islami..., hlm. 226. 
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bukan terdiri dari nashh, ijma' dan giyis atau juga 
dipakai sebagai istilah dalam menyandarkan suatu 
ketentuan pada nash atau ijma. Sedangkan Metode- 
metode yang digolongkan kedalam istidlal adalah: 
Istishhab atau bardah ashliyyah dan Sadd al-Dzariah yang 
masing-masingnya memiliki karakter metodologis yang 
khusus. 


B. Historisitas Oiyas Sebagai Metodologi 


Persoalan yang dihadapi umat Islam tidaklah pelik 
ketika Nabi SAW masih hidup. Karena setiap saat dapat 
ditanyakan langsung kepada Nabi dan keputusan beliau 
merupakan keputusan final. Tetapi setelah beliau wafat 
persoalan semakin lama semakin pelik. Di hadapan para 
sahabat terdapat dua landasan untuk memutus kasus- 
kasus yang baru, yaitu al-Guran dan preseden-preseden 
hukum yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tentang 
Alguran, dapat dikatakan bahwa ray merupakan alat 
terbaik untuk menimbang ayat Alguran yang mana yang 
tepat untuk diterapkan pada suatu situasi tertentu dan 
mana yang tidak. 

Persoalan Sunnah jauh lebih sulit dari persoalan 
Alguran. Alasannya adalah pertama, dibutuhkan 
penegasan apakah suatu Sunnah tertentu memang benar 
berasal dari Nabi SAW. Kedua, apakah sahabat yang 
meriwayatkan Sunnah tersebut benar-benar memahami 


36 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


makna Sunnah yang diriwayatkanya. Dalam masalah 
ini dapat dikemukakan kritik internal sejumlah sahabat 
terhadap sahabat lainnya tentang Sunnah-Sunnah 
yang mereka riwayatkan. Akibatnya penggunaan ra'y 
merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kaum 
muslimin dituntut untuk menggunakan ra'y dalam 
menafsirkan ayat al-Guran dan menyeleksi sunnah- 
sunnah yang tepat untuk diterapkan pada kasus-kasus 
tertentu.” Penafsiran dan penyeleksian ini menyiratkan 
anjuran digunakannya pendapat pribadi. Karena itu, sejak 
masa-masa awal Islam telah terjadi perbenturan antara 
hukum yang tersurat dengan semangat yang tersirat di 
dalam teks. Ini berarti bahwa ray tetap digunakan 
meskipun terdapat ayat atau hadits tentang kasus tertentu. 


Jika dilakukan penelitian yang cermat terhadap 
sejumlah pendapat sahabat, dapat ditemukan bahwa 
mereka tetap menggunakan ra'y meskipun terdapat ayat 
atau hadits tentang masalah tertentu. Kenyataannya 
seorang sahabat menunjuk suatu ayat atau hadits 
sedangkan sahabat yang lain menunjuk ayat atau hadits 
lain yang berbeda. Suatu ayat yang sama tetapi dipahami 
secara berbeda. Kasus ijtihad Umar ibn al-Khaththib 
memadai untuk menjelaskan persoalan ini. Umar ibn 
al-Khaththab menggunakan pendapat pribadinya, 
meskipun petunjuk dalam masalah yang sedang dihadapi 


2? Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 118. 
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dapat diputuskan karena sudah ada ayat atau hadits yang 
mengatur. 


Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khaththab 
menghapus pembagian zakat yang diberikan kepada 
orang Muslim tertentu atau non-muslim tertentu untuk 
memantapkan atau menggugah hati mereka, seperti yang 
diperitahkan oleh al- Guran.“ Nabi biasanya memberikan 
bagian ini kepada kepala suku Arab tertentu dengan 
tujuan untuk menarik mereka agar masuk Islam atau 
mencegah mereka agar tidak membahayakan umat Islam. 
Bagian ini diberikan pula kepada orang- orang yang baru 
masuk Islam agar mereka tetap menganut Islam dengan 
teguh. Tetapi Umar ibn al-Khaththab tidak melakukan 
pembagian tersebut pada masa pemeritahannya. 


Umar ibn al-Khaththab berpendapat bahwa Nabi 
memberikan bagian tersebut untuk memperkuat Islam, 
tetapi karena keadaan telah berubah maka pembagian 
tersebut menjadi tidak diperlukan lagi." Tindakan 
Umar ibn al-Khaththab ini sekilas tampaknya bertolak 
belakang dengan pernyataan al-Ouran. Tetapi sebenarnya 
dia mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti 
semangat perintah al-Guran. Pertimbangan pribadinya 
membawanya pada suatu kesimpulan bahwa seandainya 
Nabi SAW hidup dalam kondisi yang sama dengan yang 
0 Al-Guran 9: 60. 


“1 Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Jashshas, Ahkim al-Ouran, juz HI (Beirut: Dar 
al-kutub, 1925), hlm. 123-124. 
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sedang dia hadapi, tentulah beliau akan memberikan 
keputusan yang sama. Umar ibn Abd al-Aziz, sewaktu 
menjadi khalifah, pernah memberikan bagian ini kepada 
orang-orang tertentu dengan tujuan yang sama seperti 
yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau hidup.” Kedua 
contoh ini memperlihatkan bagaimana ra'y dipergunakan 
untuk memutuskan kapan dan dengan cara bagaimana 
suatu ayat atau hadits diterapkan. 


Contoh lainnya adalah keputusan Umar ibn al- 
Khaththab untuk tidak membagikan tanah-tanah di Irag 
dan Suriah kepada para prajurit yang ikut berperang. 
Kaum muslimin mendesak Umar Ibn Khaththab agar 
membagikan tanah rampasan perang tersebut seperti 
praktik yang dulu dilakukan Nabi. Umar Ibn al-Khaththab 
menjawab desakan tersebut dengan mengatakan jika 
tanah-tanah tersebut tetap dibagi, seperti keinginan para 
pendesaknya, dari mana dia mendapatkan biaya untuk 
membayar tentara yang akan menjaga perbatasan dan 
kota-kota yang baru direbut. Karena itu, pada akhirnya 
para sahabat menyetujui pendapat Umar ibn al-Khaththab 
dan mengatakan bahwa pendapat Umar ibn al-Khaththab 
tersebut benar (al-rayu ra'yuka). Ini menunjukkan 
bahwa penggunaan ray bukan sesuatu yang asing oleh 
para sahabat dan generasi muslim awal. 


2 Muhammad ibn Saad, Al-Thabagit..., hlm. 350. 

8 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1920), 
hlm. 13-15. Lihat juga Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1965), hlm. 181. 
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Umar ibn al-Khaththib tampaknya meninggalkan 
ayat-ayat yang memerintahkan membagi harta rampasan 
perang kepada tentara yang ikut berperang. Menurut 
aturan dan praktik dari Nabi, tanah juga harus dibagikan 
seperti barang-barang lainnya yang termasuk ghanimah. 
Umar ibn al-Khaththab lebih memilih keuntungan 
yang akan didapat umat Islam secara umum dari 
pada memberikan keuntungan untuk masing-masing 
individu. Keadilan sosial menuntut bahwa tanah yang 
ditaklukkan tersebut tidak dibagikan kepada tentara 
yang ikut berperang. Ini merupakan contoh penting dari 
penggunaan istihsan pada masa awal, yaitu menyimpang 
dari aturan yang sudah mapan demi mendapatkan 
keadilan dan kesejahteraan sosial.“ 


Menurut riwayat, sejumlah budak mencuri seekor 
unta, menyembelihnya dan memakannya beramai-ramai. 
Kasus ini disampaikan kepada Umar ibn al-Khaththib 
dan dengan segera dia memerintahkan untuk dilakukan 
potong tangan terhadap para budak tersebut. Tetapi setelah 
berfikir sejenak, Umar ibn al-Khaththab membatalkan 
putusannya dan mengatakan kepada pemilik budak bahwa 
dia telah membuat lapar para budak tersebut dengan 
tidak memberi mereka makan.” Karena itu Umar ibn al- 


Khaththab memerintahkan kepada pemilik budak tersebut 


4 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 120. 
5 Malik ibn Anas, Al-Muwaththa', (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1951), 
juz II, hlm. 748. 
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agar mengganti unta yang telah dicuri itu dengan dua kali 
lipat harga unta tersebut. Riwayat lain menyatakan bahwa 
seorang laki-laki mencuri suatu barang dari baitu I-mil, 
namun Umar ibn al-Khaththab tidak menerapkan sanksi 
potong tangan kepadanya." 


Dalam kasus-kasus di atas terlihat bahwa Umar ibn 
al-Khaththab tampaknya mengabaikan perintah ayat yang 
memerintahkan pemotongan tangan pencuri. Tetapi mesti 
diingat bahwa al-Gur'an sama sekali tidak bicara tentang 
rincian potong tangan tersebut. Dalam hal ini Sunnah 
atau ray sangat berperan untuk memutuskan kapan sanksi 
potong tangan itu diterapkan dan kapan tidak. 


Semua contoh di atas memperlihatkan bahwa Umar 
ibn al-Khaththab tampaknya menyimpang dari perintah 
lahiriah al-Guran atau Sunnah yang telah mapan. Tetapi 
sesungguhnya itu bukan suatu penyimpangan, melainkan 
suatu ketaatan yang sejati terhadap semangat Alguran, 
yang dilakukan dengan pertimbangan pribadi. 


Oiyas merupakan perluasan dari suatu preseden, 
karena itu cakupannya lebih terbatas dari pada ra'y. Dalam 
ray lebih ditekankan pada situasi aktual, sedangkan 
pada giyas penekanan lebih diberikan pada analogi yang 
abstrak, apapun situasi yang ada. Berikut ini diberikan 


45 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, 776.4 Bandingkan dengan Fazlur Rahman, 
Methodology, hlm. 182.: Dalam teori hukum Islam (ushalu I-figh) ada 
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkan sanksi 
pidana hukum potong tangan tersebut, di antaranya tindak pidana tersebut 
tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa. 
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contoh yang memperlihatkan perbedaan antara giyas 
dengan ray. 

Jika seseorang datang meminta pendapat apakah dia 
harus berkata jujur atau tidak. Sudah tentu bahwa kita akan 
sarankan kepadanya untuk berkata jujur. Kemudian orang 
itu bertanya lagi apakah dia harus berkata jujur dalam 
setiap keadaan, misalnya jika ada seseorang bertanya 
tentang seseorang tertentu yang ingin dibunuhnya, 
haruskah ia berkata jujur dan memberitahukan 
keberadaan calon korban tersebut. Dalam kasus seperti 
ini giyas menuntut orang tersebut untuk berkata jujur 
tetapi ra'y justru menyarankan untuk melanggar aturan, 
yaitu berbohong. Dalam contoh ini memperlihatkan 
bahwa giyas gagal berfungsi karena sifatnya yang kaku dan 
terbatas. Namun ra'y lebih akomodatif dalam menjawab 
tantangan realitas faktual. Dari mulai al-Syafi'i dan 
seterusnya, ray mulai tersingkirkan oleh giyas yang sarat 
dengan persyaratan dan pembatasan dan akibatnya ray 
dikecam dengan sangat pedasnya dan untuk selanjutnya 
posisi ra'y digantikan oleh giyas dalam penalaran.” 

Pada tahap awal giyds sangat sederhana dan tidak 
pelik. Gagasan tentang premis mayor dan premis minor 
dan unsur kesamaan esensial yang sama belumlah ada. 
Pada tahap ini giyas hanya merupakan penjajaran dua 
preseden yang mirip atau sebuah kasus yang analog. Oiyas 


7 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 140. 
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pada tahap ini tidaklah kaku dan formal sebagaiman 
kemudian terlihat pada era al-Syafi'i. Ini menegaskan 
bahwa giyas yang ada dalam ushiil al-figh, setidaknya 
untuk masa-masa awal, merupakan logika alamiah 
yang dapat saja dimiliki oleh setiap orang dan semua 
bangsa. Seiring berjalannya waktu giyis tersebut terus 
berkembang semakin sistematis. Oiyds tidak identik 
dengan logika formal. Berikut ini diberikan sejumlah 
contoh yang menjelaskan karakter dan penerapan giyas 
pada masa-masa awal. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa giyas pada tahap ini lebih dekat kepada ray. 


Di dalam al-Guran dan al-Sunnah tidak terdapat 
aturan yang eksplisit tentang ganti rugi yang ditetapkan 
bagi cacat pada gigi geraham karena suatu tindak 
pidana. Menurut satu riwayat, Ibn Abbas ditanya 
mengenai masalah ini. Ia menjawab bahwa sebuah gigi 
geraham memiliki nilai yang sama dengan gigi yang lain 
sebagaimana halnya dengan dengan jari-jari, yang ganti 
ruginya adalah sama, dengan tidak melihat perbedaan 
ukurannya. Dalam kasus ini tampaknya Ibn Abbas 


18 Lihat Malik, al-Muwaththa', juz Il, hlm. 862.: Ali Ibn Abi Thalib ketika 
menjadi khalifah, diriwayatkan telah menganjurkan penjatuhan hukuman 
sebanyak delapan puluh kali cambukan bagi peminum minuman keras 
atas dasar hukuman gadzf (tuduhan palsu melakukan hubungan seks di 
luar nikah) sebagaimana yang ditetapkan al-Ouran. Ia mengemukakan 
bahwa jika seseorang mabuk dan akhirnya meracau. Apabila ia meracau, ia 
melakukan fitnah. Lihat Malik, al-Muwaththa', juz Il, hlm. 842. Pernyataan 
Ali ibn Abi Thalib ini tampaknya menunjukkan kemiripan dengan silogisme 
dalam logika formal. 
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menggunakan giyas, tapi ini dilakukan dengan langsung, 
sederhana dan alamiah. Sehingga dapat dikatakan giyas 
yang seperti ini lebih dekat kepada ray. 


Contoh lain adalah tentang seorang ummu I-walad. 
Menurut Abu Hanifah jika seorang ummu I-walad 
memeluk Islam di daerah musuh dan kemudian pindah 
ke daerah Islam, maka jika ia tidak sedang hamil, ia 
dapat menikah dengan siapapun yang dikehendakinya 
tanpa ada 'iddah yang mengikatnya. Tetapi al-Auza'i 
berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalan kasus ini. 
Menurut al-Auzz'i jika seorang perempuan meninggalkan 
negerinya karena Allah untuk melindungi agamanya, 
maka kasusnya sama dengan kasus perempuan yang 
berhijrah dari Makkah ke Madinah pada masa Nabi, 
ia tidak dapat menikah sampai masa “iddahnya selesai. 
Lebih jauh al-Auza'i merinci dasar pandangannya bahwa 
perempuan-perempuan yang pindah dari Makkah ke 
Madinah itu telah pergi menghadap Nabi sedangkan 
suami-suami mereka yang masih kafir tinggal di Makkah. 
Nabi mengembalikan istri-istri tersebut kepada suami 
mereka masing-masing ketika suami mereka masuk Islam 
dan kepada mereka diberlakukan masa 'iddah.” 

Contoh ini menunjukkan bahwa giyas pada masa- 
masa awal hanyalah merupakan suatu pensejajaran dua 
kasus yang serupa tanpa pembatasan-pembatasan spesifik 


2 Abu Yusuf, I-Rraddu ala Siyar al-Auza', (Kairo: Dar al-Kutub, tt), hlm. 99-100. 
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apapun, seperti yang akan di berlakukan pada masa-masa 
terkemudian. 


Para ahli hukum Madinah juga menggunakan 
giyas dalam memutuskan persoalan-persoalan hukum, 
tetapi giyas mereka juga tidak kaku dan formal. Untuk 
menyatakan dua hal yang sejajar mereka seringkali 
menggunakan kata-kata mitsal, ka (seperti) dan bi 
manzilah. Suatu kemiripan kecil saja sudah cukup bagi 
mereka untuk menerapkan giyds dalam menetapkan 
hukumnya. Kata giyas sendiri jarang digunakan dalam 
penalaran hukum di Madinah, berbeda dengan di Irag 
di mana kata tersebut biasa dipakai. Berikut ini adalah 
contoh-contoh giyas para ahli hukum Madinah. 


Kasusnya adalah masalah sanksi potong tangan bagi 
pencuri. Menurut Malik, jika seorang buruh atau seorang 
pegawai bekerja pada seseorang kemudian mencuri 
barang milik majikannya, maka tangan pencuri tersebut 
tidak dipotong. Menurut Malik, kasus ini tidak sejajar 
dengan pencuri melainkan sejajar dengan penggelap, dan 
tangan penggelap tidaklah dipotong. Contoh lain lagi yang 
mirip dengan kasus di atas, jika seseorang meminjam 
sesuatu dan menolak untuk mengembalikannya, tangan 
si peminjam tersebut tidak dipotong. Kasus ini serupa 
dengan kasus orang yang berhutang kemudian tidak mau 
membayar hutangnya, dan tangan orang yang berhutang 
tersebut tidak dipotong.” 


50 Malik ibn Anas, al-Muwaththa, juz II, hlm. 841. 
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Contoh berikutnya adalah jika seorang pencuri 
mengumpulkan barang-barang di suatu tempat di 
dalam rumah yang akan dicurinya, tetapi barang-barang 
tersebut tidak dibawa keluar dari rumah tersebut, maka 
tangan pencuri terebut juga tidak dipotong. Kasus 
ini sejajar dengan kasus seseorang yang menyiapkan 
minuman keras dihadapannya namun dia tidak 
meminumnya. 


Dari ketiga contoh di atas dapat ditunjukkan sifat 
kesederhanaan giyas orang-orang Madinah. Oiyas mereka 
tidak ketat dan tidak dilengkapi dengan persyaratan 
apapun, cukup dengan adanya kemiripan. Karena 
kesederhanaanya itu, giyas orang orang Madinah tersebut 
rentan terhadap sanggahan.”! 


Dalam kasus-kasus tertentu penalaran hukum orang- 
orang Irag terlihat lebih manusiawi dibandingkan dengan 
penalaran hukum orang-orang Madinah. Contoh berikut 
ini akan memperlihatkan hal tersebut. Kasusnya adalah 
dalam pemotongan tangan dan kaki pencuri. Menurut 
orang-orang Irag, jika tangan kiri si pencuri lumpuh, 
tangan kanannya tidak akan dipotong, jika tetap dipotong 
itu berakibat dia tidak memiliki tangan sama sekali. Jika 
kaki kanannya lumpuh, tangan kanannya tidak akan 
dipotong agar ia tidak menjadi cacat pada kaki dan tangan 
pada sisi yang sama. Jika kaki kanannya tidak cacat dan 


31 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 139. 
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kaki kirinya yang lumpuh, maka tangan kanannya yang 
akan dipotong. Jika ia mengulangi pencurian, kaki kirinya 
yang lumpuh yang akan dipotong. Jika ia mengulangi 
lagi, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Menurut 
penjelasan Abu Yusuf, satu tangan dan satu kaki harus 
ditinggalkan agar ia tetap dapat memenuhi kebutuhan 
manusiawinya.” 


Penalaran orang-orang Madinah tidak memper- 
timbangkan kondisi seperti itu. Jika seseorang melakukan 
pencurian empat kali berulang-ulang, kedua tangan dan 
kedua kakinya akan dipotong semua satu demi satu. 
Jika ia mengulangi pencurian untuk kali kelima, ia akan 
dimasukkan ke dalam penjara. Lebih jauh menurut mereka, 
jika seorang pencuri tidak memiliki tangan kanan maka 
tangan kirinya yang akan dipotong.” Dengan demikian, 
tampak bahwa penalaran orang-orang Irag lebih humanis 
dan penalaran hukum orang-orang Madinah terlalu 
legalistik. Dalam argumen-argumen hukum yang mereka 
bangun, orang-orang Irag seringkali menyampaikan 
kasus-kasus yang sejajar. Kemudian mereka iringi dengan 
ungkapan ala tard atau a raaita." Ungkapan-ungkapan 
ini sebenarnya menunjukkan pengguanan giyas dalam 
pengertiannya yang luas, yang mungkin dapat dikatakan 
sebagai ra'y yang lebih sistematis. 


22 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, hlm. 106. 

2 Muhammad ibn Oasim yang lebih dikenal dengan Sahntin, al-Mudawwanatu 
I-Kubra, juz XVI (Beirut: Dar al-Fikr, 1939), hlm. 82. 

54 Abu Yusuf, I-Rraddu..., hlm. 23, 43,51. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa giyas 
pada masa itu masih berada dalam tahap perkembangan. 
Oiyas digunakan dalam arti kesejajaran, preseden dan 
penalaran secara umum. Makna “illah masih sangat 
umum dan abstrak, meliputi segala sifat dan bentuk 
kemiripan. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan 
makna 'illah tersebut adalah bimanzilah dan matsal atau 
mitsal yang sekaligus menunjukkan kesederhanaan giyas 
pada waktu itu. Jenis giyas yang sederhana ini secara 
bertahap tersingkir oleh giyas yang logis dan ketat pada 
periode al-Syafri dan sesudahnya yang akan dibahas pada 
pembahasan selanjutnya. 


Pada bagian yang lalu telah ditunjukkan bahwa 
mazhab-mazhab hukum awal mempergunakan giyias 
dengan cara yang liberal dan lebih mendekati ra'y dari 
pada nashh. Penggunaan ray yang bebas ini menimbulkan 
kekacauan hukum dan ini mencemaskan al-Syafri Karena 
itu al-Syaffi menolak penggunan ray yang dilakukan 
secara bebas tersebut dan sebagai gantinya ia menawarkan 
giyas yang lebih sistematis dan sangat terikat dengan 


nashh. 


Dengan pembatasan yang dilakukan oleh al-Syafti 
terhadap giyas, maka giyas menjadi sangat terikat dengan 
nash dan menjadi kehilangan keampuhannya bagi 
pengembangan hukum. Dengan membatasi ruang lingkup 
giyas, ia ingin mengarahkan penalaran yang sistematis 
dalam hukum dan menghilangkan kekacauan, yang 
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diakibatkan penggunaan ra'y yang bebas. Itulah sebabnya 
mengapa kemudian ia menjastifikasi giyds atas dasar al- 
Ouran untuk pertama kalinya. Dengan demikian, akan 
muncul anggapan bahwa menggunakan giyds menjadi 
kewajiban bagi ummat Islam. 

Apakah al-Syafi'i dipengaruhi oleh logika Yunani 
ketika ia merumuskan tesisnya tentang teori hukum 
Islam, khususnya tentang giyas? Menurut Margoliouth, 
meskipun tidak banyak buku-buku Yunani yang mungkin 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebelum akhir 
abad kedua hijrah, tampaknya al-Syafi'i cukup mengenal 
logika Aristoteles, dan cukup memahami istilah genus dan 
species. Dengan kata lain Syafi'i, menurut Margoliouth, 
dipengaruhi oleh logika Yunani dalam penalarannya 
tentang giyas. 

Tampaknya Al-Syaffi tidaklah terpengaruh oleh logika 
Yunani dalam tesis-tesisnya tentang giyas.” Reaksinya 
terhadap pemikiran hukum yang liberal, khususnya pada 
penggunaan ray, pada aliran-aliran hukum awal itulah 
yang menyababkan ia mempersempit ruang gerak ray.” 


? Margoliouth, The Early Development of Muhammedanism, (London: Oxford 
University press, 1941), hlm. 97. 

6 Menurut George Makdisi, tesis-tesis al-Syaff'i ditujukan untuk membendung 
penggunaan ray yang liberal dari aliran teologi dan figh, karena itu sangat 
kecil kemungkinan ia menggunakan logika Aristoteles untuk membangun 
tesis-tesisnya. Dalam buku tersebut Makdisi menyebut al-Syaffi sebagai 
pembela ortodoksi. Lihat George Makdisi, The Rise of Humanism..., 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), hlm. 5. 

? Ahmad Hasan, The Early... hlm. 192. 
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Dalam upayanya membendung penggunaan ra'y yang 
bebas tersebut, al-Syaffi menempuh dua cara. Pertama, 
ia memberikan penekanan kuat pada nash dan kepatuhan 
kepada Sunnah. Itulah sebabnya ia mengushulkan 
tahapan-tahapan penalaran hukum harus dimulai dengan 
mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi dengan 
merujuk pada teks lahiriah al-Our'an dan Sunnah. Kedua, 
menolak ray dan membatasi ruang gerak giyas dengan 
cara memberikan sejumlah persyaratan. 


Selanjutnya akan dibahas persoalan-persoalan yang 
melibatkan giyas didalamnya dan perbedaan antara al- 
Syafri dan pendahulunya dalam persoalan giyas ini. Ini 
dilakukan untuk memperlihatkan perkembangan giyas 
sampai pada era al-Syafi'i dan era sesudahnya. 


Menurut Malik, giyas bersifat sama dengan ray, 
oleh sebab itu tidak perlu konsisten dan ketat. Al-Syafri 
tidak setuju dengan prisip seperti ini. Berikut ini adalah 
ilustrasinya. Menurut Malik pelaksanaan ibadah haji 
dengan cara diwakilkan adalah tidak sah apabila yang 
bersangkutan masih hidup. Pelaksanaan haji baru bisa 
diwakilkan jika yang bersangkutan telah meninggal atau 
ja meninggalkan wasiat untuk itu. Dengan logika yang 
sama, mereka menurunkan suatu pendapat hukum dari 
perkataan Ibn Umar, putra Umar ibn al-Khaththab, 
bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan shalat atau 
puasa atas nama orang yang sudah meninggal, mereka 
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tidak membolehkan perwakilan shalat dan puasa. Di 
samping itu mereka juga berpendapat jika seseorang 
berwasiat agar dilaksanakan shalat atas namanya 
sepeninggalannya, shalat tersebut juga tidak sah.” Al- 
Syaffi mengkritik ketidak-kosistenan giyas mereka. 


Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, bahwa 
giyas menurut ahli hukum awal hanyalah penyajian 
batasan-batasan sejajar yang tidak memiliki kemiripan 
yang sangat ketat satu sama lain, sementara al-Syafti 
memahami giyas sebagai menyamakan kasus-kasus yang 
benar-benar identik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
giyas sedang mengalami pergeseran makna sejak pada masa 
al- Syafi'i dan berlanjut hingga masa-masa belakangan. 


Dengan menetapkan sejumlah persyaratan dan 
pembatasan bagi penerapan giyis, tampaknya al-Syafti 
cenderung untuk membatasi penggunaan ra'y secara 
bebas dalam hukum. Implikasinya adalah bahwa ruang 
lingkup giyas yang terbatas membuat jawaban terhadap 
persoalan-persoalan hukum menjadi terikat erat dengan 
teks al-Guran dan Sunnah. 

Al-Syafi'i membagi giyas menjadi dua macam. 
Pertama, giyas yang tingkat kemiripan antara kasus 
cabang dengan kasus asal sangat identik dalam esensinya. 
Kedua, giyas yang memiliki keserupaan dengan beberapa 
cabang. Untuk yang disebut terakhir ini yang akan 


8 Al-Syafti, al-Umm, Vol VII, hlm. 197. 
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dijadikan patokan adalah yang paling banyak tingkat 
kemiripannya.” Pembagian seperti ini memperlihatkan 
bahwa ia berusaha sedapat mungkin untuk menjaga 
konsistensi dalam persoalan giyis ini. 


Telah ditunjukkan pada bagian lalu bahwa menurut 
al-Syafii istilah giyas dan ijtihid mempunyai makna 
yang sama. Menjelaskan makna ijtihad, ia mengatakan 
bahwa apabila seorang muslim dihadapkan pada satu 
persoalan, ia harus mengikuti petunjuk yang jelas yang 
bisa diperolehnya. Namun jika petunjuk tersebut gagal 
diperolehnya, maka ia harus berusaha untuk mencari 
indikasi-indikasi untuk memperoleh kebenaran dengan 
jalan ijtihad. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jjtihad 
tidak lain adalah giyas. Dengan ungkapan lain dapat 
dikatakan bahwa upaya yang dilakukan seseorang dalam 
mencari jawaban hukum disebut ijtihad. Sedangkan 
petunjuk-petunjuk yang dipakai untuk mencari jawaban 
tersebut adalah giyas. 

Untuk mengabsahkan jijtihad, al-Syafii menjus- 
tifikasinya dengan al-Ouran. Ia mengutip sejumlah ayat 
al-Ouran yang sama dengan yang dikutipnya ketika ia 
menjustifikasi giyas. Di samping itu ia juga menjustifikasi 
ijtihad dengan hadits Nabi ketika Nabi mengutus Muaz 
ibn Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Dengan cara 
ini al-Syafi'i menganggap bahwa ijtihad dan giyas adalah 


2 Al-Syaffi, I-Rrisalah, 66. 
60 Al-Syafri, Kitab al-Umm, juz VIIL...., hlm. 85. Al-Syafti, al-Risalah..., hlm. 66. 
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identik. Fakta ini juga menunjukkan bahwa giyas pada era 
al-Syafri masih belum mencapai tingkat perkembangan 
yang sempurna seperti yang terjadi pada masa-masa 
kemudian. 


Sejalan dengan perkembangan hukum Islam dengan 
berlalunya waktu, giyas menjadi doktrin yang berdiri 
sendiri yang penggunaan dan karekteristiknya berbeda 
dengan jijtihad. 

Dari Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
giyas pada mazhab-mazhab hukum awal masih berada 
dalam tahap perkembangan. Ia dipergunakan dalam 
pengertian kesejajaran, ra'y dan penalaran secara umum. 
Konsep “illat tampaknya mempunyai makna yang jauh 
lebih luas daripada yang dipahami oleh ahli hukum 
yang lebih terkemudian. Itulah sebabnya istilah “illat 
tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan mereka. Kata- 
kata seperti bimanzilah (setara), ka (seperti) dan mithal 
(keserupaan) digunakan untuk menunjukkan sifat 
kesederhanaan giyas ini dan keluasan ruang lingkupnya. 
Jenis giyas yang sederhana ini secara bertahap tersingkir 
oleh giyas yang lebih sistematis logis dan ketat sejak masa 
Al-Syaf?i.IJ 
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MENAKAR 
STRUKTUR OIYAS 


A. Kasus Asal Oiyas 


Al-Sysyafi'i hanya membolehkan penggunaan 
giyas, karena ia bersandar pada nash dan ijma. Oiyds 
yang memiliki dasar nash atau ijima', membawa hukum 
tentang kasus serupa (cabang) mendekati hukum kasus 
asal karena ia diambil dari sumber asal. Kasus asal 
karenanya memegang peranan penting, meskipun bukan 
fundamental, seperti sebab hukum (Sillat) dalam proses 
giyas. Alasannya adalah bahwa hukum kasus asal (hukm 
ashl) berlaku bagi kasus serupa berdasarkan adanya 
kesamaan antara keduanya, karena kasus asal merupakan 
dasar giyas. Seseorang bisa salah dalam menentukan 
kesamaan, dan ketetapan yang diterapkan pada kasus 
serupa juga bisa salah. Karena itu ahli figh klasik banyak 
memperhatikan pada penetapan hukum kasus asal. 
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Al-Sysyafi'i menekankan bahwa giyas harus diambil 
berdasarkan al-Ouran, Sunnah dan ijma'. Ia menyebut 
ketiga sumber ini sebagai ushiil atau sumber yang 
berfungsi sebagai dasar bagi giyis.! Namun tidak 
ditemukan tulisan al-Sysyafi'i tentang definisi ashl. Istilah 
yang dipakai oleh al-Sysyaffi adalah magis alaih. 

Abu Bakr al-Jassas (w. 950 M) menggunakan istilah 
ashl untuk kasus asal dan menunjukkannya sebagai 
salah satu unsur pembentuk giyas.? Tetapi ia tidak 
mendefinisikannya. Masalah definisi mungkin baru 
muncul setelah itu. Ia membahas secara rinci apa yang 
menjadi kasus asal untuk melakukan giyas dan apa yang 
tidak. Pandangannya tentang keabsahan kasus ash! akan 
dikemukakan pada paragraph berikut ini secara singkat. 


Setiap hukum yang memenuhi standar persyaratan 
bagi penetapan hukum Syari'ah dapat menjadi kasus asal 
(ashl) bagi giyas, karena adanya bukti yang menunjukkan 
adanya sebab (“illat) di situ. Oiyas dapat dilakukan 
berdasarkan nash al-OGuran, sunnah dan ijma dan 
ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits ahad. 
Ketetapan yang diambil melalui giyas juga dapat dijadikan 
dasar bagi giyas, meskipun hal tersebut diperdebatkan 
oleh para ahli figh. Ia memberikan contoh nikah bersyarat 


| Al-Sysyafti, Ikhtilaf..., hlm. 148., Bandingkan dengan al-Sysyaf?'i, Al-Risalah, 
hlm. 479. 

2 Abu Bakar al-Jassas, Ushil al-Jassas, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 
1964), hlm. 247. 
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yang sah berdasarkan giyds atas keabsahan penjualan 
bersyarat. 


Menurut al-Amidi perbedaan pendapat seputar 
masalah ini hanyalah perdebatan soal kata-kata (khilaf 
lafzi). Sesungguhnya, hal itu sangat terkait dengan 
makna kata ashl itu sendiri. Ashl berarti sesuatu yang 
menjadi landasan bagi yang lain. Karena itu, Ketetapan 
hukum dapat menjadi ashl, karena hukum dalam kasus 
cabang didasarkan padanya. Jika hukum merupakan 
ashl dalam kasus pelarangan minum khamr, maka nash 
yang dengannya hukum diketahui merupakan ashl bagi 
ashl yang lain (ketetapan hukum). Atas dasar ini, dengan 
cara apapun hukum tentang minum khamr diketahui, 
baik melalui Ijma' atau lainnya, ia dapat menjadi ashl." 
Lebih jauh al-Amidi berpendapat bahwa objek hukum 
lebih tepat dianggap ashl, Karena baik ketetapan hukum 
maupun nash menuntut keberadaannya, namun tidak 
sebaliknya, karena objek tidak selalu memerlukan nash 
atau hukum.” 


Setelah mengemukakan pandangan ahli figh tentang 
definisi ashl, berikut ini pembahasan diarahkan pada 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ahli figh bagi 
keabsahan ketetapan hukum yang terkandung dalam 
kasus asal. Abu Ishag al-Sysyirazi (w. 476 H/ 1076 M) 


3 Abu Bakar al-Jassas, Ushil..., hlm. 248-250. 
4 Saifuddin al-Amidi, Al-Ihkam..., hlm. 10. 
5 Ibid, hlm. 11. 
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menyebutkan enam syarat, al-Ghazali (w.505 H/1111 
M) dan al-Amidi (w. 63 H/1231 M) memberikan 
delapan syarat, sedangkan Ibn Oudamah (w. 620 H/ 
1220 M) menyebutkan hanya dua syarat. Al- Rrazi (w. 
606 H/ 1200 M) dan Ibn al-Hajib (w. 626 H/ 1226 M) 
memberikan enam syarat dan al-Baidhawi (w.685 H/ 1285 
M) memberikan lima syarat. Dengan berlalunya waktu, 
jumlah syarat ini menjadi dua belas, seperti diuraikan 
oleh al- Syaukani (w.1250 h/1850 M). Terlihat bahwa 
para ahli figh tidak sepakat tentang jumlah yang pasti 
mengenai syarat-syarat ini, karena sebagian syarat itu 
dianggap primer sedangkan lainnya dianggap sekunder. 
Karena itu perbedaan tersebut akan terus terjadi dalam 
keseluruhan proses ini. Sulit untuk dicapai kesepakatan 
dalam penalaran spekulatif seperti ini. 


Dalam mendiskusikan syarat-syarat hukum kasus 
asal ini, yang akan di jadikan acuan adalah syarat- 
syarat yang dikemukakan oleh al-Amidi. Karena 
syarat yang dikemukakannya telah mencakup syarat 
yang dikemukakan oleh ulama lainnya. Hanya perlu 
disampaikan keberatan-keberatan ulama lain atas syarat- 
syarat yang disampaikan oleh al-Amidi. 

Pertama, ketetapan hukum, yang dapat diperluas 
ke kasus cabang, harus berupa hukum Syari'ah. Karena 
tujuan giyas syar'i adalah menerapkan ketetapan hukum 
syara kepada kasus cabang baik secara positif (itsbat) 
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maupun negatif (nafi). Jika hukum kasus asal tidak 
berkaitan dengan hukum Syariah, maka tujuan giyas 
tidak dapat terlaksana. Jika hukum kasus asal bukan syar'i, 
tetapi inderawi (hissi) atau rasional ('“agli ) atau bersifat 
kebahasaan, maka giyis tidak berlaku dalam persoalan- 
persoalan tersebut." 


Kedua, hukum kasus asal haruslah hukum yang 
telah tetap, tidak dinashakh oleh hukum lain, sehingga ia 
dapat diperluas ke kasus yang lain.” Jika hukum tersebut 
belum tetap, atau telah dinashakh, ia tidak dapat diperluas 
kepada kasus yang lain. Suatu hukum diperluas dari 
kasus asal ke kasus cabang berdasarkan kualitas yang 
berperan sebagai penghubung dan ini bergantung pada 
pemberi hukum (law giver). Ketika hukum ditetapkan 
tidak berdasarkan kualitas yang diakui oleh Syariah, 
ia tidak dapat dipertimbangkan. Al-Ghazali mengakui 
syarat ini dengan mengatakan bahwa hukum yang 
diterapkan dalam kasus cabang merupakan tambahan 
bagi hukum yang diakui dan diterapkan dalam kasus asal. 
Ini bergantung pada pengakuan kasus asal oleh pemberi 
hukum. Jika ia dinashakh, berarti pemberi hukum tidak 
mempertimbangkan kualitas penghubung (washf jami?). 


a 


Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 278. Sebenarnya giyas juga terjadi 
dalam persoalan-persoalan rasional seperti yang dilakukan oleh para teolog 
dan filosof. 

Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: 
Islamic texts Society, 1991), hlm. 202-203.: bandingkan dengan Imran Ahsan 
Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence, (Islamabad: The International Institute 
of Islamic Thought, 2000), hlm. 218. 
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Jika sebab perintah tidak diakui oleh pemberi hukum 
karena dinashakh, bagaimana ia dapat diperluas ke kasus 
cabang?? 

Ketiga, hukum kasus asal harus didukung oleh 
otoritas hukum (dalil syara”) yang sah. Yang demikian 
itu karena ketetapan hukum yang tidak didasarkan 
atau dibangun oleh otoritas hukum yang diakui, tidak 
dapat menjadi perintah hukum yang sah.” Jika perintah 
ditetapkan oleh otoritas akal atau bahasa, hal itu tidak 
dapat dijadikan sebagai dasar perintah hukum. Sumber 
perintah harus otoritas hukum atau wahyu." 

Keempat, kasus asal tidak boleh merupakan turunan 
dari kasus asal yang lain. Perintah yang menjadi kasus 
asal bagi kasus cabang harus mandiri dan memiliki sebab 
hukumnya sendiri. Ini merupakan pendapat yang dianut 
oleh mayoritas ahli figh. Tetapi para ahli figh Hambali 
mengakui keabsahan kasus asal yang didasarkan pada 
kasus asal yang lain. Alasannya adalah bahwa sebab kasus 
asal dengan kasus cabang sama seperti yang ditemukan 
dalan kasus asal yang telah diambil dari kasus asal yang 
lain. Dengan demikian giyias atas kasus asal menengah 
yang didasarkan yang sudah didasarkan pada kasus lain 
dimaksudkan untuk memperluas proses giyas." 


8 Al-Ghazali, Syifd'u I-Ghalil, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 636. Bandingkan 
dengan Saifuddin al-Amidi, Al-Ihkam..., hlm. 278. 

? Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 278. 

1 Al-Ghazali, al-Mustasfa, 87., Al-Ghazali, Syifa al-Ghalil, hlm. 278. 

1 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 279. 
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Kelima, hukum kasus asal tidak boleh menyimpang 
dari aturan umum giyas. Hukum yang menyimpang dari 
aturan umum giyas ada dua macam. Pertama, ketetapan 
hukum yang sebabnya dapat dipahami. Kedua, ketetapan 
hukum yang sejak awal dikembangkan oleh Syariah dan 
tidak mempunyai kemiripan dengan apapun. Untuk yang 
disebut terakhir ini tidak dapat dijadikan landasan giyas. 
Tidak penting apakah sebabnya dapat dipahami, seperti 
menggasr shalat selama perjalanan dan mengusap sepatu 
(mashu I-khuff), ataukah sebabnya tidak dapat dipahami, 
seperti adanya denda (diyat) yang harus dibayar sebagai 
sanksi pembunuhan. 

Untuk yang disebut pertama terbagi menjadi dua 
bagian. Pertama, pengecualian dari ketetapan umum, 
seperti keabsahan kesaksian seorang saksi tunggal. 
Nabi membolehkan, sebagai kasus khusus, menerima 
kesaksian Ibn Khuzaimah sebagai saksi standar, 
meskipun kesaksian standar mensyaratkan dua orang 
laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. 
Kedua, ketetapan hukum yang sebabnya tidak dapat 
diketahui sejak awal. Ini dapat dicontohkan dengan 
jumlah rakaat dalam shalat dan standar jumlah emas dan 
perak yang wajib dizakati. Ini bukan kasus pengecualian, 


tetapi melakukan giyas dengan kasus-kasus tersebut 
adalah tidak sah.' 


2 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 282. 


MUHAMMADIYAH DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM: Analisis Giyas Terhadap 61 
Fatwa Hukum 


Keenam, ketetapan hukum kasus asal harus 
didukung oleh ijma'. Karena jika kasus asal dalam 
dirinya diperdebatkan, maka ia pertama-tama harus 
ditetapkan, baru kemudian dapat diperluas ke kasus- 
kasus lain. Menurut sebagian fugaha, kasus asal yang 
diperdebatkan boleh untuk digiyaskan, karena giyds 
sendiri tidak mensyaratkan kesepakatan menyeluruh atas 
kesimpulannya, dan itu berarti juga tidak mensyaratkan 
kesepakatan dalam unsur-unsurnya. 


Ketujuh, Jika kasus asal mengandung giyas majemuk 
(giyas murakkab), maka giyis tidak sah. Giyas murakkab 
berarti di mana ketetapan hukum kasus asal tidak 
ditetapkan oleh nash atau ijma” masyarakat. Oiyds 
murakkab ini dapat dibagi ke dalam dua kategori: majemuk 
dalam kasus asal (murakkab al-ashl) dan majemuk dalam 
kualitas (murakkab al-washf). Kemajemukan kasus asal 
berarti penentang menolak “illat yang dipergunakan 
oleh pengguna giyas. Penentang mungkin keberatan 
dengan keabsahan “illat dan menegaskan “illat yang 
lain yang dianggap sebagai sebab yang sebenarnya yang 
mendasari ketetapan hukum. Misalnya, pengguna giyas 
menegaskan bahwa orang yang merdeka harus dihukum 
gishash jika ia membunuh seorang budak, sebagaimana 
ia juga dibunuh jika membunuh mukatab (budak yang 
membayar kemerdekaannya). 


Kedelapan, dalil yang menjadi dasar penetapan kasus 
asal tidak boleh mengandung atau menunjukkan kasus 
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cabang. Jika kasus cabang juga ditetapkan oleh otoritas 
yang sama dengan kasus asal, kasus cabang tidak lagi dapat 
disebut kasus cabang, tetapi menjadi kasus asal. Dengan 
demikian menunjukkan kesamaan antara keduanya 
menjadi tidak bermakna. Atau menjadikan salah satu dari 
keduanya sebagai asal bagi yang lain, ini membuat tidak 
ada perbedaan antara keduanya." 


Kesembilan, sebab ketetapan hukum kasus asal harus 
pasti dan tidak ambigu. Alasannya adalah bahwa kasus 
cabang yang diungkap oleh hukum kasus asal berdasarkan 
sebab yang sama antara kedua kasus tersebut. Karena itu 
seseorang harus mengetahui dengan pasti bahwa hukum 
kasus asal berdasarkan sebab akibat. Dalam hal hukum 
yang tidak berdasar pada sebab-akibat, giyas dianggap 
tidak sah. Karena itu menjadi keharusan bahwa sebab 
yang menjadi dasar bagi giyds harus jelas, pasti dan tidak 
ambigu." Kasus cabang tidak boleh mendahului kasus 
asal, karena hukum turunan harus datang belakangan dari 
kasus asalnya. Jika kasus cabang mendahului kasus asal, 
ini mengandaikan kontradiksi atau pertentangan antara 
keduanya." 


Kesepuluh, dengan menetapkan sebab hukum kasus 
asal, ketetapan hukum tidak boleh diubah ketika 
diterapkan pada kasus cabang. Misalnya, menurut 


8 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 286-287. 

4 Jamal al-Din Abdu I-Rrahmani I-Isnawi, Nihdyatu I-Ssul Fi Syarhi Minhiji 
I-Ushul, (Kairo, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 103. 

$ Muhammad al-Sysyaukani, Irsydd..., hlm. 181. 
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sebuah hadits, jika seseorang memiliki empat puluh ekor 
kambing, ia harus memberikan seekor kambing sebagai 
pembayar zakatnya. Menurut al-Sysyaft'i, karena perintah 
tersebut supra rasional, seseorang harus mengeluarkan 
seekor kambing dan bukan harganya. 


B. Kasus Cabang Oiyas 


Adalah sulit untuk melacak asal-ushil far atau 
magis dalam literatur hukum klasik. Tidak ditemukan 
kata far' yang digunakan Al-Sysyafri dalam pengertian 
kasus baru yang selaras dengan kasus yang diungkap 
oleh hukum nash. Untuk kasus yang serupa dengan kasus 
asal ia menggunakan kata shay' (sesuatu atau objek).'$ 
Tentu saja ia menggunakan istilah magis 'alaih (kasus 
asal). Kemungkinan besar ia memahami dan menyadari 
penggunaan istilah magis (kasus cabang). Namun Abu 
Bakar al-Jassas (w.270 H) sering menggunakan istilah far” 
untuk arti kasus cabang. Ini menunjukkan bahwa istilah 
far telah digunakan oleh para ahli figh pada abad ke-3 
dan ke-4 Hijrah. Tetapi tidak diketahui dengan pasti siapa 
orang pertama yang menggunakan istilah ini. 


Definisi far”, seperti juga definisi ashl, diperdebatkan 
oleh ahli figh. Mereka yang berpendapat bahwa hukum 
kasus asal disebut ash! menegaskan bahwa hukum kasus 
cabang adalah far. Misalnya jika hukum minum khamr 


Is Al-Sysyafi'i, Al-Risalah (Beirut: Dar al-Fikr, 1921), hlm. 66. 
7 Abu Bakar al-Jassas, Ushiil al-Jassas, (Kairo: Dar al-Kutub, tt), hlm. 267. 
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disebut ashl, hukum minum nabiz (minuman yang terbuat 
dari kurma) disebut far'. Kelompok lain mengatakan 
bahwa objek ( mahall) adalah ashl dan far, dan bukan 
hukum. Dalam contoh di atas, nabiz adalah far dan 
bukan hukum tentangnya. Al-Amidi berpendapat lebih 
baik menyebut hukum turunan tentang objek dengan far" 
dan objeknya sendiri dengan ashl. Lebih baik menyebut 
khamr dengan ashl ketimbang menyebut nabiz dengan 
far, karena khamr adalah kasus asal. Sebaliknya nabiz 
adalah objek asal yang berlaku baginya hukum turunan, 
dan bukan hukum turunan itu sendiri. 


Syarat-syarat keabsahan far yang ditetapkan fugaha' 
secara umum ada lima. Tetapi ada perbedaan pendapat 
di antara ahli figh tentang rinciannya. Dalam paragraf- 
paragraf berikut akan dibahas mengenai syarat-syarat ini. 


Pertama, sebab kasus asal harus ditemukan dalam 
kasus cabang, karena perluasan ketetapan hukum 
kasus asal ke kasus cabang justru karena adanya 
kesamaan sebab dalam kedua kasus tersebut. Tetapi 
kesamaan ini diungkap oleh ahli figh dengan cara yang 
berbeda, misalnya al-Ghazali berpendapat bahwa sebab 
kasus asal yang itu juga harus ditemukan pada kasus 
cabang." Sedangkan al-Amidi menggunakan ungkapan 
“sebab kasus cabang harus sama dengan sebab kasus asa?'?2 
18 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 276. 


$ Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 89. 
2 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkim..., hlm. 359. 
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Sementara al-Baidhawi menggunakan ungkapan “adanya sebab 
tanpa keragamar” (wujud al-'illah bila tafawut). Al-Isnawi 
mengomentari ungkapan al-Baidhawi tersebut dengan “sebab 
yang serupa” (“illat mumathilah). Al-Iji menggambarkannya 
sebagai kesamaan sebab (musawi fi al-'illat)2 

Ini berarti sebab kasus cabang harus sama dengan 
sebab kasus asal. Ketidak sepakatan terjadi akibat 
perbedaan seputar definisi giyas. Menurut sebagian ahli 
figh, giyas merupakan perluasan hukum kasus asal kepada 
kasus cabang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat 
bahwa giyas merupakan perluasan hukum kasus cabang 
ke kasus cabang. Perluasan dilakukan berdasarkan adanya 
kesamaan sebab antara kedua kasus tersebut. 


Kedua, kasus cabang tidak boleh mendahului kasus 
asal. Melakukan giyas wudhu dengan tayammum dari 
segi niatnya merupakan contoh giyds semacam ini. 
Menurut al-Sysyafi'i, niat diperlukan bagi keabsahan 
wudhu berdasarkin giyas kepada tayammum. Tetapi 
perlu dicatat bahwa perintah tayammum diwahyukan 
setelah perintah wudhu. Dalam contoh ini, kasus cabang, 
yaitu wudhu, mendahului kasus asal, yaitu tayammum. 
Karena itu, giyis tersebut tidak sah. Tetapi al-Ghazali 
mengakui giyas semacam ini dengan syarat, bukan tanpa 
syarat. Ia mengatakan jika suatu preseden berdasarkan 
suatu petunjuk (dalil), ia bisa mendahului yang ditunjuk 


21 Adhuddin al-iji, Syarh..., hlm. 384. 
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(madlal). Penciptaan alam semesta menunjukkan 
keberadaan penciptanya. Tetapi preseden semacam ini 
tidak dibolehkan dalam hubungan sebab-akibat, karena 
hukum ada dengan keberadaan sebabnya. Bagaimana 
mungkin suatu sebab datang lebih belakangan dari 
akibatnya. Ini hanya dibolehkan dalam kasus seseorang 
menggunakan argumen balik terhadap penentangnya. 
Selanjutnya al-Ghazili mengemukakan jalan keluar 
untuk membenarkan giyas wudhu dengan tayammum. 
Ia mengatakan jika ada otoritas lain selain tayammum 
untuk mendukung kewajiban niat dalam wudhu, maka 
giyas tersebut sah. Dalam hal ini tayammum bukan 
satu-satunya otoritas yang mendukung bagi kewajiban 
tayammum.” 


Ketiga, syarat yang mesti bagi keabsahan far' (kasus 
cabang) adalah hukumnya harus sama dengan hukum 
kasus asal, baik dalam hal substansinya maupun dalam 
jenisnya. Kesamaan dalam substansi hukum dapat 
dijelaskan dengan contoh hukuman gishash jika seseorang 
membunuh dengan sarana yang mematikan. Hukum 
kasus cabang adalah sama dengan hukum kasus asal, 
yaitu pembunuhan. Kesamaaan dalam hal jenis hukum 
dapat dijelaskan dengan contoh kewalian anak perempuan 
kecil dalam perkawinan berdasarkan giyis atas kewalian 
dalam pengurusan harta. Kewalian dalam perkawinan 


2 Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 70.5 Al-Ghazali, Syifa al-Ghalil, hlm. 673-674. 
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masuk dalam jenis kewalian dalam pengurusan harta, 
karena keduanya merupakan sebab-sebab pengaturan 
(tasharruf), tetapi keduanya tidak sama karena berbeda 
watak kepengurusannya. Jika hukum dalam kedua kasus 
tersebut berbeda dalam substansi atau jenisnya, maka giyas 
menjadi tidak sah. Jika seorang non muslim misalnya, 
mengatakan kepada istrinya bahwa ia seperti ibunya, 
maka suami tidak boleh melakukan hubungan seksual 
dengan istrinya, menurut al-Sysyafi'i. Ia menerapkan 
hukum muslim kepada non muslim dengan cara giyis. 
Tetapi ulama Hanafiah menganggap giyas yang seperti 
ini tidak sah. Dua hukum ini berbeda dan hukum muslim 
tentang zhihar tidak dapat diterapkan pada non muslim.” 


Keempat, hukum kasus cabang tidak boleh merupakan 
perintah yang didasarkan pada nash (mansus alaih). Jika 
ia perintah tekstual, maka akan terjadi giyas atas perintah 
tekstual dengan perintah tekstual lainnya. Tetapi giyas 
berlaku jika suatu kasus diungkap oleh nash, dan hukum 
kasus lain tidak diketahui. Jika hukum kasus asal dan 
kasus cabang diungkap oleh nash, seseorang tidak dapat 
menerapkan hukum satu kasus untuk yang lainnya. Lebih 
jauh, sulit menentukan mana di antara keduanya yang 
menjadi kasus asal dan mana yang kasus cabang. Syarat 
ini secara bulat disepakati oleh ahli hukum klasik.” 


23 Adhuddin al-iji, Syarh..., hlm. 384-385. 
4 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 363. 
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Kelima, Abu Hasyim, seorang pemikir Mu'tazilah, 
menegaskan bahwa kasus cabang harus diungkap oleh 
perintah nash secara umum, meskipun tidak rinci. 
Hukuman bagi peminum khamr, menurutnya ditetapkan 
secara umum oleh nash, tetapi jumlah cambukan yang 
pasti, yaitu delapan puluh kali, ditetapkan dengan 
mengguakan giyas atas hukuman gazf yang ditentukan 
oleh al-Guran. Argumen Abu Hasyim ini ditolak oleh 
ahli figh. Mereka berpendapat bahwa para sahabat Nabi 
menafsirkan sejumlah masalah hukum dengan cara 
yang berbeda-beda yang menghasilkan kesimpulan yang 
berbeda pula. 


C. 'Illat Oiyas 


Unsur pembentuk giyas berikutnya adalah “llat. Al- 
Bazdawi dan al-Syarakhsi menyebut “illat dengan unsur 
esensial giyas (rukn al-giyas). Dengan memberi judul 
bab “Fashl fi I-Rrukn” atau “Babu I-Rrukn” (bab tentang 
unsur esensial), yang mereka maksudkan mungkin 
adalah bahwa “llat itu sendiri adalah giyas, sedangkan 
unsur-unsur lain berperan sebagai syarat-syarat untuk 
menentukan ketetapan hukum. Al-Bazdawi mengatakan 
unsur yang mendasar (ruknu I-giyas) adalah kualitas yang 
ditunjuk sebagai penanda bagi ketetapan hukum nash, 
di antara kualitas-kualitas yang dikandung oleh nash, 
dan yang menjadi dasar bagi ketetapan hukum tersebut 
berlaku bagi kasus cabang karena adanya kualitas yang 
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sama didalamnya.” Ketika Sharakhsi menjelaskan hal 
ini, ia melihat bahwa unsur mendasar (rukn) sesuatu itu 
adalah dasar bagi tegaknya sesuatu dan giyas dibangun di 
atas kualitas ini (yakni, “illat dan sebab).? 


Secara literal “illat berarti aksiden ('aridh) yang 
dengannya kualitas suatu objek berobah dari suatu kondisi 
ke kondisi lain ketika ia diterapkan, seperti perubahan dari 
sehat ke sakit dan dari kuat ke lemah. Dengan kata lain, 
“illat merujuk pada sebab perubahan pada kondisi sesuatu. 
Karena itu aksiden ('aridh) disebut “illat. Pendapat lain 
menegaskan bahwa “llat berasal dari kata alal yang berarti 
minum air kedua kalinya yang dilakukan oleh binatang 
setelah sebelumnya ia minum. Jelasnya, “illat berarti minum 
air berulang-ulang. Pandangan berikutnya menyatakan 
bahwa “llat adalah sesuatu yang mempengaruhi sesuatu 
yang lain, apakah yang dipengaruhi itu kualitas atau esensi 
dan apakah ia mempengaruhi perbuatan atau diamnya 
sesuatu. Misalnya, sifat memabukkan merupakan “illat 
datangnya hukum haram bagi khamar. Penyakit disebut 
illat karena ia mempengaruhi kesehatan seseorang 
yang menjadikannya lemah dan menghalangi seseorang 
melakukan berbagai kegiatan. 


» 


5 Abu Bakar al-Syarakhsi, Ushul al-Syarakhsi, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 
1954), hlm. 172.: Lihat juga komentar Abdu I-Azizi I-Bukhari, Kasyf al-Asrar, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1927), hlm. 1064. Bandingkan dengan Al-Bazdawi, 
Ushil al-Bazdawi, dalam catatan pinggir Kasyf al-Asrer, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1927), hlm. 1064. 

25 Abu Bakar al-Syarakhsi, Ushul..., hlm. 174. 
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Berikut ini akan diterapkan makna-mana “illat di 
atas pada definisi “illat yang diterapkan dalam konteks 
hukum. Menurut makna yang pertama, kualitas yang 
mempengaruhi ketetapan hukum disebut “illat, karena 
kondisi hukum tekstual berubah olehnya dari yang 
khusus ke umum. Sebelum menentukan “illat, ketetapan 
hukum terbatas hanya pada kasus yang disebutkan 
dalam nash. Tetapi setelah ditemukan kualitas yang 
mempengaruhi ini, ketetapan hukum yang terkandung 
dalam nash secara eksternal berubah dari yang khusus 
ke umum. Sekarang ketetapan hukum yang sama akan 
berlaku pada kasus lain jika “illat yang sama ditemukan 
pada kasus lain itu. Menurut makna yang kedua, kualitas 
ini disebut “illat karena ketetapan hukum ditentukan 
secara eksternal oleh makna ini, dan ketetapan hukum 
berulang dengan perulangan kualitas ini. Karena seorang 
ahli hukum memikirkan secara berulang-ulang masalah 
yang berkaitan dengan giyas, tindakan berpikirnya 
tentang alasan logis penetapan hukum itu disebut “illat. 
Menurut makna yang ketiga, kualitas ini disebut “illat, 
ia berpengaruh dalam penetapan hukum apakah dalam 
kasus asal atau dalam kasus cabang.” 

Istilah “illat secara teknis telah didefinisikan 
secara beragam seperti berikut ini:(1) Ide atau dasar 
(ma'na) yang menuntut (yagtadhi) atau menentukan 


7 Muhammad al-Sysyaukani, Irsyad..., hlm. 181.3 Bandingkan dengan, Abd 
Aziz al-Bukhari, kasyf..., hlm. 1290. 
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ketetapan hukum, (2) Sesuatu yang berperan sebagai 
tanda (alam) bagi ketetapan hukum nash: (3) Sesuatu 
yang menunjukkan (muarrif) ketetapan hukum, yakni 
indikator (dalil) bagi adanya perintah: (4) Sesuatu yang 
mempengaruhi (mudtsir) dalam ketetapan hukum, 
yakni yang mempengaruhi adanya ketetapan hukum: 
(5) Sesuatu yang berperan sebagai motif (bdits) bagi 
ketetapan hukum, bukan dengan jalan mewajibkan (ijab), 
tetapi sebagai kebijakan (hikmah) atau kebaikan umum 
(mashlahah) yang ditunjukkan oleh pemberi hukum 
ketika memberikan ketetapan hukum, (6) Sesuatu yang 
meniscayakan ketetapan hukum dengan sendirinya 
(mujib li I-hukm), pendapat ini dianut oleh Mutazilah: 
(7) Sesuatu yang mengharuskan ketetapan hukum, bukan 
dengan sendirinya, tetapi berdasarkan otoritas pemberi 
hukum, (8) Sesuatu yang meniscayakan ketetapan hukum, 
karena watak atau kebiasaannya. Pendapat ini dianut oleh 
Fakhruddin al-Razi. 


Abu Mansur al-Maturidi mengatakan bahwa “illat 
adalah ide atau alasan (mana) ketetapan hukum dan 
ketetapan hukum ada dengan keberadaan mana secara 
bersamaan. Dengan pernyataan ini ia menolak pandangan 
sebagian kaum OGadariah yang mengatakan bahwa “illat 
adalah materi, dan ketika ia ada ketetapan hukum ada 
menyertainya tanpa pemisahan (bila fashl). Ketika 
menjelaskan hal ini, Abd al-'Aziz al-Bukhari mengatakan 
bahwa menurut ulama Hanafiyah keberadaan ketetapan 


12 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


hukum bersamaan dengan keberadaan “illat secara 
langsung (bi tarigati I-mugdranah) dan bukan secara 
berurutan (bi tarigi I-taakhkhur). 


Dengan kata lain, meskipun “illat merupakan bagian 
dalam ketetapan hukum secara berurutan, yang pertama 
ada secara bersama-sama (mugarinah) dengan yang 
kedua. Ini seperti gerak jari yang menjadi gerakan cincin, 
dan gerakan itu ada bersamaan dengan gerakan cincin. 
Dengan demikian, gerak merupakan sebab seseorang 
bergerak dan warna hitam merupakan sebab sesuatu 
menjadi hitam. Keduanya ada secara bersamaan. Karena 
itu ulama Hanafiah berpendapat bahwa kemampuan 
untuk berbuat (istithaah) ada bersamaan dengan perbuatan 
(mugarinat bi I-fi'l) dan tidak mendahuluinya. Demikian 
juga tindakan-tindakan merusak, menghancurkan dan 
memotong adalah sebab-sebab sesuatu menjadi rusak, 
hancur dan terpotong. Mereka ada bersamaan dengan 
akibat-akibatnya.” Dengan demikian, definisi “illat yang 
diberikan oleh ulama Hanafiah sejalan dengan pandangan 
mereka tentang kemampuan dan perbuatan manusia. 


Al-Ghazali memberikan berbagai definisi tentang 
“illat sebagai berikut: 
a. Tanda (“alamah). 


Dalam figh makna “illat adalah tanda (“alamah) dan 
merupakan suatu kemungkinan bahwa pemberi 


2 “Abd al-Aziz al-Bukhari, Kasyf..., hlm. 1291. 
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hukum menentukan semua jenis “illat yang disebut 
sebagai tanda (“alamah). 


Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah 
ada dua sebab bagi satu ketetapan hukum. Yang 
benar, menurut al-Ghazali, hal itu adalah mungkin, 
karena “illat suatu ketetapan hukum Syari'ah adalah 
tanda (“alamah) dan bukan tidak mungkin untuk 
menentukan dua tanda bagi sesuatu.” 


TIllat dengan arti motif (bdits) 


Yang dimaksud dengan “illat hanyalah motif (bdits) 
yang menggerakkan pemberi hukum memberikan 
ketetapan hukum: jika seseorang menyebutkan semua 
yang memabukkan dengan namanya satu persatu. 
Misalnya, jangan minum khamar, nabiz dan lainnya. 
Kemudian ia jelas-jelas mengungkapkan semua objek 
yang ketetapan hukum berlaku baginya. Penyebutan 
yang menyeluruh tentang objek-objek yang ketetapan 
hukum berlaku baginya tidak menghalangi untuk 
berpendapat bahwa motif yang menggerakkannya 
pada larangan adalah karena efek memabukkan itu.” 
“Illat berarti mewajibkan hukum karena otoritas 
Syari'ah (mujib bijalal- syar) 

“TIllat tentunya mewajibkan (mujibah). Tentang sebab 
rasional (“illat agliyyah), ia mewajibkan dengan 


2 Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 282-283. 
30 Jbid., hlm. 284. 
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sendirinya. Adapun tentang sebab hukum ((illat 
syar'iyyah), Syari'ahlah yang menjadikan sebab itu 
mewajibkan (mujibah) atau memastikan, dalam arti 
bahwa kewajiban (wujub) dinisbatkan kepadanya, 
seperti kewajiban potong tangan dinisbatkan kepada 
pencurian, meskipun diketahui bahwa hal itu 
menjadi wajib karena otoritas Tuhan." 


Pandangan bahwa sebab-sebab hukum (“lal 
syar'iyyah) dan sebab-sebab rasional (“lal agliyyah) 
sama adalah salah, karena ada sebab-sebab yang 
tidak sesuai bagi ketetapan hukum, dan ada pula 
yang sesuai dengan ketetapan hukum tetapi tidak 
menetapkan hukum dengan sendirinya, bahkan 
ketetapan hukum menjauh dari sebabnya. Karena 
itu merupakan suatu kemungkinan bahwa hal-hal 
yang memabukkan tidak mesti melarang khamr dan 
bahwa hukuman hadd tidak mesti ditimbulkan karena 
zina dan pencurian. Ini berlaku bagi sebab-sebab, baik 
yang langsung ('illat) maupun tidak. 

d. “Illat dapat berarti tanda, motif dan kewajiban karena 
otoritas Syari'ah, 


1) Dalam bahasa hukum, “illat terkadang 
didefinisikan sebagai aksiden (“aridh) yang 
meniscayakan penciptaan ketetapan hukum, 
kadang-kadang sebagai motif, seperti kepentingan 


31 Al-Ghazali, Syifg..., hlm. 21. 
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umum dan kadang-kadang sebagai tanda 
(“alamah) yang menunjukkan ketetapan hukum.” 


Orang-orang menetapkan '“illat karena karena 
beberapa pertimbangan. 


Mereka tidak memahami dengan baik dan berbeda 
pendapat tentang jenis “illat yang seperti ini. Illat 
adalah istilah pinjaman yang digunakan sebagai 
tanda Syari'ah. Mereka meminjam istilah ini 
dari tiga tempat karena berbagai pertimbangan. 
Pertama, ia dipinjam dari sebab rasional yang 
berarti sebab yang meniscayakan ketetapan 
hukum dengan sendirinya. Kedua, ia dipinjam 
dari motif (bdits), karena motif perbuatan 
disebut sebab perbuatan. Jika seseorang misalnya, 
memberikan sesuatu kepada orang miskin, hal itu 
diduga bahwa ia memberi karena kemiskinannya. 
Ketiga, ia dipinjam dari arti “rasa sakit“ (“illat 
al-maridh). Apa yang ia anggap sebagai penyakit 
adalah sebab sakit. Dengan mempertimbangkan 
hal ini para fugaha memberikan nama yang 
berbeda bagi sebab menjadi “illat (sebab langsung) 
dan sabab (sebab tak langsung). Karena itu 
mereka percaya bahwa sebab (“illat) hukuman 
gishash adalah pembunuhan dan sebab potong 
tangan adalah pencurian.” 


2 Tbid., hlm. 550. 
38 Al-Ghazali, al-Mustasfa...., hlm. 58. 
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Perbedaan pendapat dalam mendefinisikan “illat 
sebenarnya akibat perbedaan pendekatan terhadap sebab- 
akibat ketetapan Shariah. Namun sudah pasti bahwa 
ketetapan-ketetapan hukum Syariah mempunyai sebab- 
sebab dan sebab-sebab dapat dinisbatkan kepada pemberi 
hukum, juga kepada fugaha. Penisbatan sebab hukum 
kepada pemberi hukum berarti sebab itu menggerakkannya 
untuk memberi hukum. Penisbatannya kepada fugaha' 
berarti ahli hukum tersebut berpendapat bahwa ketetapan 
hukum dalam kasus tertentu adalah begini dan begitu 
menurut pendapatnya ketika ia menegaskan sebabnya. 
Singkatnya, “illat dapat didefinisikan sebagai kualitas yang 
meniscayakan pengetahuan tentang ketetapan hukum 
Syarfah dalam kasus-kasus yang tidak diungkap oleh nash. 


“Illat kadang-kadang dicampuradukkan dengan 
sabab, “alamah, syarth dan hikmah. “Abd al-'Aziz al- 
Bukhari melihat bahwa “llat, sabab dan “alamah serupa 
satu sama lain. Sabab kadang-kadang menggambarkan 
makna “illat dan kadang-kadang “illat menggambarkan 
pengertian alamah, demikian juga syarat kadang- 
kadang digunakan dalam pengertian “illat dan keduanya 
menggambarkan aldmah. Ketiganya hampir tidak dapat 
dibedakan satu dengan yang lainnya kecuali dengan 
pemikiran yang sangat mendalam.”T| 


4 “Abd al-Aziz al- Bukhari, Kasyf..., hlm. 1294. 
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ANALISIS 
METODOLOGI 
OIYAS DALAM 
FATWA HUKUM 
MUHAMMADIYAH 


A. Muhammadiyah 


Muhammadiyah merupakan organisasi sosial- 
kemasyarakatan dengan identisas “Gerakan Islam', 
gerakan “Da wah Amar Maruf Nahi Munkar dan 
Tajdid, dan gerakan yang “bersumber pada Al-Ouran 
dan As-Sunnah, yang berasaskan Islam.' Istilah sosial 
kemasyarakatan untuk tidak membedakan dengan 
istilah sosial keagamaan? penulis gunakan untuk 
membedakan dari organisasi pemerintah dan organisasi 


! Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah dan Suara 
Muhammadjya, 2011), hlm. 9. 

? Istilah sosial-keagamaan/socio-religy juga digunakan oleh sebagian penulis, 
seperti Sutarno, yang menyandarkan pada keterlibatan muhammadiyah 
pada kegiatan sosial dan keagamaan, Sutarno, Muhammadiyah, Gerakan 
Sosial Keagamaan Modernis (Suara Muhammadiyah). 


19 


politik. Maka dengan demikian, secara umum, selain 
organisasi pemerintah dan politik disebut organisasi sosial 
kemasyarakatan. 


Tujuan organisasi ini adalah menegakkan dan 
menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk 
melaksanakan tujuan tersebut, maka diperlukan usaha- 
usaha tertentu yang sistematis dan terarah, yang oleh 
Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk Amal Usaha, 
program, dan kegiatan, yang disepakati dan ditetapkan 
sesuai mekanisme organisasi. Dari maksud dan tujuan 
Muhammadiyah ini, serta merta dapat diketahui bahwa 
amal usaha, program, dan kegiatan, yang mungkin 
muncul dari dan oleh Muhammadiyah meliputi 
semua bidang kehidupan masyarakat. Pengamalan dan 
penerapan hukum Islam oleh masyarakat yang beragama 
Islam adalah salah satunya. 


Konsekuensinya dalam penelitian ini adalah bahwa 
terdapat keharusan untuk memilah bagian mana dalam 
kebijakan yang diterbitkan yang berkenaan dengan 
hukum Islam, untuk kemudian dapat diverifikasi 
putusan/ketetapan mana yang merupakan respons dari 
masalah-masalah hukum yang diterapkan metodologi 
giyas padanya. Sebelum melangkah lebih jauh melihat 
keberadaan giyas pada ketetapan-ketetapan hukum 
oleh Muhammadiyah, perlu kiranya mengukur 
seberapa penting masalah-masalah hukum figh yang 
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bersifat amaliyah, untuk dibahas dan direspons oleh 
Muhammadiyah, yang memiliki ruang gerakan yang 
luas dan bahkan lebih penting dari hanya sekedar 
masalah halal-haram, seperti pendidikan dan ekonomi. 
Oleh karena itu, pembahasan berikut mengenai sejarah 
ringkas Muhammadiyah juga diarahkan untuk mencari 
dan menganalisa urgensi respons terhadap figh oleh 
Muhammadiyah. 


B. Sejarah Muhammadiyah” 


Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 
18 November 1912 M, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 
H. Penggagas berdirinya Organisasi ini adalah seorang 
tokoh besar Indonesia, yaitu K.H. Ahmad Dahlan,' 
seorang priyai, pedagang, sekaligus ilmuan yang memiliki 
gagasan pembaruan (tajdid) diiringi semangat yang kuat 
untuk merealisasikan gagasan besar tersebut. 


? Sejarah Muhammadiyah telah ditulis oleh banyak sejarawan, peneliti, dan 
ilmuan lain dari kalangan internal dan eksternal Muhammadiyah. Tulisan 
ini tidak bermaksud mengabaikan tulisan para penulis tersebut. Hanya 
saja, referensi yang komprehensif dan memang didedikasikan untuk 
meneliti perjalanan muhammadiyah sejak awal (tahun 1912) hingga 2010, 
yang dilakukan oleh Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 
sengaja dipilih sebagai rujukan utama. Majelis Diktilitbang dan LPI PP 
Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial 
Keagamaan (Jakarta: Kompas, 2010). 

4 Ibid, hlm. 1.4 demikian pula dalam mugaddimah AD/ART, serta Pasal 
2 Anggaran Dasar, lihat: Plmpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2011), hlm. 7 - 8. 
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Realitas social bangsa terjajah pra-kemerdekaan yang 
menjadi fokus utama gerakan Ahmad Dahlan dan kawan- 
kawan dalam persyarikatannya adalah kondisi masyarakat 
yang miskin dan tidak terdidik. Respons terhadap 
masalah-masalah sosial ini menjadikan Muhammadiyah 
lebih beridentitas organisasi sosial ketimbang organsasi 
agama dan keagamaan. Masalah-masalah keagamaan 
dan argumentasi hukum tidak menjadi agenda khusus 
organisasi, namun hanya menjadi kegiatan pribadi yang 
memang juga merupakan tokoh agama, yang dilakukan 
dalam bentuk gerakan penyadaran, pengajaran, dan 
ajakan pengamalan agama yang “murni dan terbebas 
dari taglid dengan pikiran terbuka dan bebas. Kegiatan 
organisasi lebih diarahkan untuk pembinaan kualitas 
hidup masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Upaya 
memformulasikan hukum atas kegiatan beragama dan 
keagamaan baru muncul 15 tahun kemudian (1927) atas 
usulan Mas Mansur untuk mendirikan Majelis Tarjih dan 
langsung diterima dan disahkan Muktamar pada tahun 
itu juga.” 

Motivasi utama terbentuknya Majelis ini adalah 
agar di kemudian hari warga Muhammadiyah memiliki 
acuan standar dalam kegiatan amaliahnya dan jangan 
sampai terjebak pada perpecahan akibat perbedaan 
paham keagamaan.S Keputusan atau fatwa hukum yang 


? Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad..., hlm. 103. 
S Badingkan dengan, Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, 
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sebelumnya hanya milik para tokoh yang kompeten kini 
diserahkan pada majelis. Masalah-masalah pokok agama, 
seperti agidah dan ibadah digali dan diputuskan dari 
dalil-dalil Syara secara langsung, dengan memanfaatkan 
metodologi pemahaman dan penggunaan dalil yang 
umum dan baku dalam penalaran hukum Islam, selama 
tidak terjadi perbedaan. Manakala terjadi perbedaan, 
dilakukan dengan metode khusus yang disebut tarjih. 


Konsep pemurnian 'tajdid' pada prakteknya 
diarahkan dalam masalah agidah dan ibadah dengan 
cara berusaha membersihkan agidah dan ibadah dari 
unsur-unsur yang bukan Islam. Dalam kedua bidang 
ini, keyakinan dan perilaku ibadah harus didasarkan 
semata-mata pada al-Our'an dan Hadits yang dapat 
dipertanggung-jawabkan otentisitasnya. Dalam hal 
bagaimana menginterpretasikan al-Guran dan Hadits 
yang dijadikan dasar, Muhammadiyah tidak terikat 
dengan penafsiran-penafsiran dalam madzhab tertentu. 
Dengan kata lain, ia adalah organisasi penganjur Ijtihad 
dan menolak taglid kepada aliran atau madzhab tertentu. 
Teks-teks syari'at dipahami dan diinterpretasikan dengan 
memanfaatkan peran akal secara progresif dan dinamis.” 
Adapun dalam menarik kesimpulan (istinbath) dari dasar 
tersebut, Muhammadiyah menggunakan mekanisme 
— Over Crossing Java Sentris (Yogyakarta: LkiS. 2009), hlm. 61. 


' Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2011), hlm. 53. 
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tarjih, membandingkan pendapat-pendapat ulama, untuk 
kemudian dipilih berdasarkan pendapat mana yang lebih 
kuat dalil atau alasannya. 


C. Oiyas dalam Pandangan Muhammadiyah 


“Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah 
terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya mengenai hal- 
hal yang tidak bersangkutan dengan Ibadah Mahdlah padahal 
untuk alasan atasnya tiada terdapat nashh sharih di dalam al- 
Ouran atau Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan 
dengan jalan Ijtihad dan Istinbathh dari pada nashh-nashh 
yang melalui persamaan 'illat, sebagaimana telah dilakukan oleh 
ulama-ulama salaf dan khalaf." 


Kutipan di atas merupakan formulasi utama aras 
pemikiran Muhammadiyah dalam menghadapi teks 
(nash) Syari'at yang tidak jelas menunjukkan satu 
kesimpulan ajaran atau hukum, atau manakala terdapat 
suatu peristiwa hukum yang tidak terdapat petunjuk 
dalam nash. Ijtihad adalah sebuah usaha interpretatif 
menggunakan seperangkat penalaran logis untuk 
memahami teks. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam 
terdapat sejumlah metode ijtihad, baik yang disepakati 
oleh seluruh-atau kebanyakan Yuris Islam maupun yang 
hanya digunakan oleh sekelompok pemikir hukum. 
Kegiatan mengoperasikan metode-metode ijtihad tersebut 
dinamakan dengan istinbith. Ijma, Oiyas, Istishab, istislah, 


8 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 280. 
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istihsan, dan lain-lain adalah sebagian dari metode- 
metode istinbath hukum yang lazim digunakan oleh 
pemikir-pemikir hukum dalam konteks madzhab maupun 
individu. 

Dalam konteks metode Istinbath yang digunakan, 
tampaknya Muhammadiyah hanya membuka ruang bagi 
giyas. Ijma bahkan tidak disebutkan sebagai penentu 
keputusan atas suatu masalah hukum. Namun tidak seperti 
yang disebutkan Munir Mulkhan, yang menyebutkan 
bahwa muhammadiyah, dalam prakteknya belum pernah 
mempergunakan ijma sebagai dasar penetapan hukum-' 
Muhammadiyah sesungguhnya memandang Ijma sebagai 
ketetapan meskipun tidak terdapat kriteria khusus 
dalam penggunaannya. Seperti tentang bacaan jahr dan 
sirr Ayat setelah Fatihah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid 
menjawab bahwa bacaan ayat Jahr dan Sirr dirumuskan 
berdasarkan kesimpulan dari banyak hadits. Kesimpulan 
tersebut kemudian dijelaskan dengan menyitir penelitian 
Muhammad Nashiruddin al-Albani yang menyatakan 
bahwa Nabi mengeraskan bacaan dalam Shalat Subh, dua 
rakaat pertama Shalat Mahgrib dan Tsha, sedangkankan 
bacaan tidak dikeraskan (sirr) pada Shalat Zuhr dan 'Asr, 
rakaat ketiga Shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir 
Shalat Isha. Setelah memaparkan hasil penelitian tersebut, 
Tim memberikan tambahan penjelasan, 


9 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-Masalah...., hlm. 87. 


MUHAMMADIYAH DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM: Analisis Giyas Terhadap 85 
Fatwa Hukum 


“Dalam catatannya disebutkan bahwa terhadap masalah ini 
telah ijma' (sepakat) kaum Muslimin dengan pengambilan 
ulama khalaf (sesudah shahabat) dari ulama Salaf (shahabat) 
dengan dasar hadis-hadis sahih yang saling mendukung tentang 


kebenaran kesimpulan tersebut ”" 


Keberlakuan giyis, sebagaimana yang diisyaratkan 
dalam HPT, hanya berlaku dalam masalah-masalah 
mendesak, di luar masalah ibadah mahdhah, yang tidak 
terdapat ketetapan pasti dari nash. Penggunaan giyas 
tampaknya memiliki perjalanan yang cukup dinamis 
sebelum ia dipakai dalam rumusan pengambilan 
hukum, di mana ia baru ditetapkan pada tahun 1954 
pada Muktamar Khususi Tarjih di Yogyakarta. Hal ini 
tergambar dari alotnya pembahasan hingga tiga kali 
sidang, sebagaimana yang tertera dalam HPT: “Setelah 
persoalan giyas dibicarakan dalam waktu tiga kali sidang, 
dengan mengadakan tiga kali pemandangan umum dan 


satu kali tanya jawab antara kedua belah pihak...” 


Mengingat kondisi pelik terhadap menerima dan 
menolak giyas sebagai salah satu metodologi untuk 
memperoleh kebenaran tuntunan ajaran agama dalam 
hal-hal yang bukan ibadah mahdhah (ibadah umum 
atau segala yang diizinkan oleh Allah) dapat dipahami 
kemudian bahwa ada kecenderungan menghindari 


10 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa 
Tarjih: Tanya Jawab Agama, Jilid. 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 
2003), hlm. 33. 

1 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 279. 
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penggunaan teknisnya yang “terikat dengan penalaran 
tekstuaP dan bukan menggunakan penalaran logika bebas. 
Alasan utamanya adalah bahwa ibadah umum sebagai 
lahan yang diizinkan untuk diterapkan giyas adalah 
segala “amal yang diizinkan Allah. Yang termasuk dalam 
hal ini, memiliki dimensi yang luas dan tak terbatas, 
sosial, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, 
seni, dan lain-lain. Luasnya cakupan kajian yang harus 
dicarikan tuntunannya menghendaki tersedianya sistem 
penalaran yang canggih dan mampu mengcover seluruh 
tema. Sedangkan giyas, selama tidak dimaknai sebagai 
penalaran bebas dan liberal, mengikatkan diri sangat erat 
terhadap teks dengan rincian operasional yang terbatas 
pada persamaan faktual pada masalah-masalah yang tidak 
disebutkan dalam teks. Menghadapi masalah-masalah 
seperti sosial-politik, misalnya, dengan menggunakan 
detail operasional metodologi giyas untuk mendapatkan 
legitimasi tutunan agama merupakan sebuah kemunduran 
dalam pemikiran dan ijtihad, yang berseberangan dengan 
ide pembahuruan (tajdid) dan modernisasi. 


Selain itu, penjelasan teknis operasionalisasi metode 
giyas yang diberlakukan oleh Muhammadiyah, hingga 
hari ini tidak pernah dilakukan oleh ilmuan internal 
maupun eksternal Persyarikatan secara komprehensif. 
Hanya terdapat beberapa petikan penjelasan general 
tanpa penjelasan teknis yang dapat dijumpai dalam 
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tulisan kader-kader Muhammadiyah sebagai penjelasan 
atas Tarjih. 


Anggapan bahwa detail operasional giyas telah ada 
dan tetap menjadi warisan pemikiran hukum Islam 
mungkin menjadi penyebabnya. Namun membiarkan 
organisasi sebesar Muhammadiyah tidak melakukukan 
verifikasi teoritis terhadap operasional metodologi giyas 
ditengah-tengah kenyataan bahwa teori giyas penuh 
dengan pertentangan teoritis yang tajam walaupun 
kebanyakan ahli hukum menganggapnya sebagai dinamis 
dan bernilai positif berarti membiarkan sekelompok orang 
yang terlibat dalam pengambilan keputusan hukum untuk 
melakukan pemihakan teoritis, dan boleh jadi melibatkan 
kepentingan tertentu yang bersifat primordial dan jauh 
dari nilai solutif. 


Tidak terdapat petunjuk teknis tentang operasional 
giyas ini mengakibatkan pembacaan ulang terhadap 
keputusan-keputusan hukum yang mungkin diberlakukan 
giyas terhadapnya, terabaikan atau dianggap tidak perlu, 
kecuali ada “kepentingan” Misalnya dalam pria memakai 
emas dan perak. Dalam kasus ini HPT menyatakan: 


2 Abdul Munir Mulkhan cenderung lebih kritis menanggapi fungsi al-ray yang 
dipersempit hanya dalam makna giyas, yang menurutnya dalam beberapa 
hal sulit melahirkan pandangan baru, kecuali hanya sekedar merupakan 
pengulangan dengan redaksi yang berbeda, sehingga tidak dapat berkembang 
secara dinamis dan kreatif. Kritik lengkapnya, lihat: Abdul Munir Mulkhan, 
Menggugat Muhammadiyah (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000). Lihat 
juga: Abdul Munir Mulkhan, Masalah-Masalah...., hlm. 101. 
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AP Job ad Lal 
“memakai emas bagi laki-laki (hukumnya) haram” 


Setelah memaparkan dalil hadits, HPT memutuskan 
hukum tentang menggunakan perak. Yaitu (1) Haram 
digunakan untuk tempat makan dan minum, dan 
(2) Mubah mempergunakan untuk cincin. Setelah 
itu, Tarjih membahas tentang penggunaan perhiasan 
perak oleh pria pada selain cincin, dengan “adapun 
menggunakan perhiasan selain cincin dari perak, maka ia 
termasuk perkara yang didiamkan Syara' dan hukumnya 
dimaafkan” Dimaafkan berarti boleh dikerjakan 
setelah awalnya haram, karena ada alasan tertentu. 
Seperti semut asalnya haram dimakan, namun dalam 
kasus sulitnya membuang, maka dimaafkan namun tidak 
menghilangkan hukum haram. Demikian pula percikan 
air kencing yang sedikit, darah yang sedikit, dan lain-lain. 


8 Terjemahan teks tersebut merupakan tanggung jawab penulis, karena 
terjemahan teks HPT menurut penulis terdapat kekeliruan. Terjemahan yang 
dimaksud “orang lelaki memakai emas dan perak (cetak tebal dari penulis) 
itu haram hukumnya”. Hukum menggunakan perak dibicarakan pada 
bagian setelahnya, yaitu haram menggunakan tempat makan dari perak, dan 
mubah menggunakan perhiasan berupa cincin dari perak, dan wagf atau 
sukut menggunakan perhiasan perak selain cincin. Lihat: Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 291-293.: penulis tidak dapat 
mengerti manakala Munir Mulkhan juga tidak menganggap terjemahan 
dalam HPT keliru, karena dalam bukunya yang terkenal kritis, ia malah 
menegaskan kembali terjemahan tersebut. Lihat: Abdul Munir Mulkhan, 
Masalah-Masalah...., hlm. 149. 

4 Terjemahan dari penulis. Teks aslinya berbunyi: 

Ane gina PAN A2 EX Lah JELA ad! ya II Ug3 Keledl) kal Alas lal 
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Dalam kasus perhiasan cincin perak yang digunakan 
pria, bila giyas diberlakukan, maka sesungguhnya 
keputusan yang tidak tegas ini dapat dihindari, seperti 
menegaskan hukum mubah bagi perhiasan selain 
cincin, seperti pin lambang Muhammadiyah pada baju 
dari perak, karena digiyaskan kepada cincin dengan 
persamaan “illat berupa sifatnya sebagai aksesoris “12” 
atau perhiasan “144” 

Contoh lain, adalah keputusan tentang haram 
memasang gambar KH. Ahmad Dahlan untuk perhiasan 
(tahun 1954/1955 pada Muktamar di Yogyakarta) dengan 
pemaparan “illat hukum yang jelas, yaitu kekhawatiran 
fitnah. Keputusan ini kemudian ditinjau ulang pada 
Muktamar Tarjih tahun 1968 dan menghasilkan 
keputusan mencabut keputusan terjih sebelumnya. 
Akibat dari pencabutan tersebut mengakibatkan tidak 
saja pada hasil haram menjadi boleh, tapi lebih dari 
pada itu ia telah menganulir keberlakuan metode giyas. 
Pencabutan ini hanya dapat terjadi bila diyakini hilangnya 
'“illat yang menjadi sifat penghubung, yang berarti masih 
dalam ruang metodologi giyas, atau terdapat pendekatan 
lain yang mengalahkan posisi metode giyas. Dengan 
tidak bermaksud memberikan punishment, penulis 
lebih cenderung pada asumsi “kepentingan untuk 
membangkitkan semangat warga, dengan menggunakan 
media gambar sebagai salah satu cara efektif untuk 


'$ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 283. 
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mengingat sejarah, ketokohan, spirit perjuangan, dan 
lain-lain yang pada gilirannya dapat memotivasi warga 
persyarikatan untuk —paling tidak- tetap merasa memiliki 
teladan. 


Demikianlah Muhammadiyah memperlakukan giyas 
dalam bidang ibadah umum, di mana tidak terdapat 
standard operasional menjadikan pilihan cara istinbath 
menghadapi problem teknis yang lebih jauh berakibat 
pada usaha penetapan hukum yang sedianya digunakan 
sebagai tuntunan umat menjadi menurut istilah Munir 
Mulkhan terhambat gerak-majunya. 


Pilihan untuk tidak menggunakan logika giyas 
sebagai satu-satunya system penalaran ijtihad perlu 
mendapat penekanan secara organisatoris, terutama 
berkenaan dengan masalah “dunia atau segala perbuatan 
yang diizinkan Allah. Karena dalam masalah-masalah 
tersebut, mengoperasikan semua pendekatan dalam 
pemikiran tanpa membatasi kepada satu atau sebagiannya 
besar kemungkinan akan dapat menghantarkan 
Muhammadiyah mampu menjalankan strategi Sabilillah 
dengan lebih baik. 


D. Oiyas dalam Bidang Ibadah 


Muhammadiyah menolak dengan tegas giyas dalam 
bidang ibadah Mahdhah. Oleh karena itu, mencari jejak 
giyas dalam putusan-putusan hukum Muhammadiyah 
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adalah sebuah langkah absurd. Namun dengan dua 


pertimbangan utama, penulis merasa penting untuk 


memastikan penolakan tersebut benar-benar dijalankan 


dengan konsisten (atau tidak) oleh Muhammadiyah, yaitu: 


Il: 


Bahwa teks al-Our'an dan al-Sunnah, dalam 
menjangkau keseluruhan rincian ibadah 
mahdhah, tidak seluruhnya datang dengan 
redaksi yang tegas. Bahkan sebagian besarnya 
harus melalui serangkaian prosedur interpretasi 
(ijtihad). Sifat kepenunjukan terhadapa hukum al- 
Ouran dan al-Sunnah kebanyakannya tergolong 
Zhanni, magulat al-ma'na, atau secara nyata 
menghendaki untuk diperluas dengan melihat 
persesuaian (munisabah) atau persamaan 
(syabh). Teks (nash) yang datang dalam bentuk 
ini tidak hanya hadir dalam tema-tema di luar 
ibadah mahdhah, tetapi juga tentang ibadah- 
ibadah personal-individual. 

Bahwa teknik Tarjih yang digunakan 
Muhammadiyah dilakukan dengan cara 
'membandingkan pendapat-pendapat ulama 
untuk kemudian diambil pendapat yang 
memiliki dasar yang paling kuat.'f Dalam 
hal ini, keterlibatan orang per orang (ulama) 
dengan pendapat beserta seluruh alur penalaran 


's Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi...., hlm. 21. 
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hukumnya yang kemudian dipertimbangkan 
dan diperbandingkan oleh Muhammadiyah, 
menghendaki sebuah alat verifikasi yang ketat 
apakah orang-orang tersebut menerima giyas 
dalam ibadah atau tidak. Pada kenyataannya 
tidak banyak ulama yang konsisten menolak giyas 
dalam bidang hukum. Ibn Hazm dari kalangan 
Zhahiri, barang kali hanya satu-satunya. 


Memandang dua hal sebagai mana di atas, muncul 
asumsi bahwa Muhammadiyah (sekalipun) tidak bisa 
keluar dari lingkaran penalaran giyas, bahkan dalam 
bidang ibadah mahdhah, selama masih menggunakan 
metodologi yang sama dan belum terbarukan. Untuk 
melihat benar tidaknya asumsi ini, pemaparan giyas 
dalam Muhammadiyah secara khusus difokuskan untuk 
melihat giyas dalam bidang ibadah dan karakteristik 
implementasinya. 


E. Karakteristik Oiyas dalam Bidang Ibadah 
Mahdhah 


Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah menolak 
menggunakan giyas dalam bidang ibadah Mahdhah. Hal 
ini jelas dan terbukti dari sebaran putusan-putusan hukum 
dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) atau buku Fatwa- 
fatwa Tarjih yang resmi dari Tim Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah. Misalnya, tentang hadats (kecil) yang 
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menjadikan seseorang tidak lagi berada dalam keadaan 
suci, HPT memutuskan: 
“Setelah kamu berwudlu dengan cara-cara yang tersebut di atas, 
maka kamu dalam keadaan suci, selagi belum ada sesuatu yang 


keluar dari salah satu dari dua jalan, dan selama kamu tidak 


menyentuh wanita (bersetubuh) dan tidak menyentuh kemaluan 
» 17 


dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring”. 


Tentang hal-hal yang membatalkan wudhii, 
madzhab-madzhab figh sibuk memperbincangkan hal- 
hal seperti gila, pingsan, dan mabuk, sebagai bagian 
dari yang membatalkan wudhi, setelah mendapati 
teks-teks syari'at mengisyaratkan pemaknaan yang bisa 
diperluas. Namun masalah-masalah di atas tidak terdapat 
dalam keputusan Tarjih. Dengan mendasarkan pada 
asumsi bahwa pembicaraan tentang perluasan hukum 
melibatkan penalaran-penalaran ijtihadi, dan ditolak 
oleh Muhammadiyah karena termasuk dalam ibadah 
individual di mana giyas termasuk didalamnya, maka 
ketiadaan tersebut mungkin dapat diapresiasi sebagai 
bentuk konsistensi metodologis. Demikian pula tentang 
masalah bersambung (3Y!ssJ!) dalam melaksanakan 
rangkaian kegiatan wudhu, yang merupakan keputusan 
dalam bidang ibadah mahdhah, dengan mendasarkan 
pada munisabah (kecocokan) atas Sunnah. Sedangkan 
munasabah merupakan salah satu jenis dari giyas. 


” Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 48-49. 
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Kedua kasus tersebut hanyalah sedikit contoh yang 
memperlihatkan pandangan Muhammadiyah yang sekilas 
tampak tidak memberlakukan giyas. Tetapi sebagaimana 
yang telah disebutkan di bagian yang lalu- Tarjih tidak 
bisa serta merta terlepas dari giyas. Dalam hal hilang 
akal, giyas digunakan dengan nyata, seperti dalam Fatwa 
Majelis Tarjih, tatkala menjawab pertanyaan tentang 
menyentuh daging babi: 

“Hal-hal yang membatalkan wudhu di dalam kitab figh antara 


lain, keluar sesuatu dari dua pintu atau salah satu dari keduanya 
seperti kentut, buang air kecil dan sebagainya, hilang akal, 


menyentuh kemaluan dan sebagainya” 


Beberapa contoh lain dapat diajukan, seperti niat 
dalam tayammum," jenis-jenis najis yang hissi,? istinja 
dengan selain air dan batu yang bukan tulang dan 
kotoran,” tayammum hanya untuk setiap akan melakukan 
shalat,? dan masih terdapat banyak kasus lain yang 
dibicarakan dalam fatwa-fatwa, yang sesungguhnya 
merupakan kasus-kasus yang dibicarakan dalam tema 
giyas oleh ulama-ulama figh. Oleh karena itu, untuk 
melihat intensitas penggunaan giyas oleh Muhammadiyah 


'$ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa 
Tarjih: Tanya Jawab Agama, Jilid. 5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 
2003), hlm. 3. 

? Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 50. 

2 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa ..., Jilid. 5, hlm. 3. 

2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 51. 

2 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa ..., Jilid.1, hlm. 45. 
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dalam bidang ibadah, perlu dilacak operasional dalil 
yang menyediakan 'illat, yang kepadanya hukum-hukum 
furu' akan dibawa. Untuk melihat opersional dalil dan 
mendapatkan karakteristik penggunaannya, berikut akan 
dilihat beberapa contoh kasus. 


Contoh yang pertama, tentang status babi, apakah 
ia najis dan,kalau termasuk najis, bagaimana cara 
mensucikannya. 


Dalam HPT, babi tidak disebutkan status najis atau 
tidaknya, walaupun nash al-Our'an menyebutkan secara 
tegas akan najisnya.” Status najis babi difatwakan ketika 
ada permasalahan/kejadian yang diajukan ke Majelis 
Tarjih dan Tajdid, yang dijawab dengan: 


“Najis ada dua kategori: pertama Najis Hissi seperti darah, nanah, 
daging babi, air kencing dan sebagainya. Kedua Najis hukmi, 
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seperti berhala, orang kafir dan sebagainya”. 


Penetapan najis hissi mengindikasikan perluasan pada 
najis-najis yang tidak disebutkan oleh nash, seperti tahi 
cicak dan sebagainya, atau tempat makan (piring dan lain- 
lain) yang digunakan anjing untuk makan, bukan untuk 
minum (sebagaimana disebutkan nash). Demikian pula 
najis dari babi, apakah termasuk pula bulu, tulang, dan 
anggota lain selain daging yang disebutkan oleh nash. 


23 O.S. al-Anam: 145. 
4 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa ..., Jilid. 5, hlm. 3. 
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Dalam kasus babi, nash menetapkan status najis di 
akhir pembicaraan tentang tema makanan yang haram 
dimakan, bukan dalam tema “najis yang menghendaki 
untuk disucikan. Bila tidak diberlakukan giyas, maka 
tidak ada kewajiban membasuh atau mensucikan 
apabila pakaian atau anggota tubuh dijilat atau sekedar 
tersentuh. Bila mana ditetapkan najis yang menghendaki 
untuk dibasuh atau disucikan, maka ada permasalahan 
berikutnya yang mengiringi ketetapan tersebut, yaitu 
tentang cara membasuh atau mensucikannya, apakah 
seperti membasuh kencing bayi laki-laki yang belum 
makan makanan selain ASI, atau seperti membasuh 
atau mensucikan darah haid pada pakaian, atau dengan 
cara seperti membasuh bejana bekas minum anjing, 
atau dipersilahkan memilih antara ketiga cara tersebut. 
Apapun pilihannya, tentu menghendaki serangkaian 
penalaran logis yang dianggap sah untuk menyamakan 
atau membawa kepada salah satu dari pilihan hukum 
tersebut. 

Hemat penulis, kasus ini bila didiamkan (wagf) oleh 
Muhammadiyah adalah lebih baik, karena akan lebih 
mengukuhkan teori ketidak-berlakuan giyas dalam 
bidang ibadah. Ibn Hazm, adalah tokoh yang konsisten 
dengan pemikiran menolak penalaran di luar makna teks 
dalam hukum syariat: “... Jika tidak kami jumpai Nash, 
lima dan tidak pula darurat (diketahui secara langsung 
lewat penginderaan dan agl) maka kami akan batasi hanya 
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pada apa yang disebutkan nash. Kami berhenti (wagf) bila 
nash juga wagf, dan tidak ada tambahan”? Di samping 
itu, wagf juga bukan merupakan hal yang aneh dalam 
penatapan hukum. Bahkan HPT, pernah memutuskan 
Tawagguf dalam masalah Ounut dalam Shalat Witr.? 


Upaya istidlal yang dilakukan, hanya akan 
mempertegas kedudukan sebagian teks menjadi mungkin 
diinterpretasikan («221 Jsixs), seperti kata daging babi 
(& —&) yang dimaknai termasuk anggota-anggota 
lain (kulit, bulu dan sebagainya)” yang mengakibatkan 
perluasan-perluasan makna menjadi sah. Bila mana 
perluasan bentuk ini dianggap sah, maka tidak terhalang 
juga membawakan makna liur anjing, yang menurut 
nash harus disucikan dengan tujuh kali basuhan, salah 
satunya dengan debu bersih? kepada darah, daging, 
kencing dan berak anjing, dan anggota-anggota yang lain, 
yang pada gilirannya mengakibatkan cara membasuh 
darahnya tidak lagi sama dengan membasuh darah haid 
pada pakaian sebagaimana yang disebutkan oleh nash, 
cara membersihkan kotorannya menjadi tidak lagi sesuai 
dengan tuntunan membersihkan kotoran yang disebutkan 
oleh nash. 


2 “Ali bin Muhammad bin Sa'id bin Hazm, Al-Ihkam fi usul al-Ahkam, juz. 7 
(Beirut: Dar al-Afag al-Jadidah, tanpa tahun), hlm. 61- 63.: ungkapan senada 
juga tersebar dalam karya fighnya Al-Muhalla. 

2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 380. 

7 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa ..., Jilid.3, hlm. 46. 

2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan...., hlm. 51. 
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Kasus di atas, berikut akibat sampingan yang 
ditimbulkannya, memperlihatkan bahwa Muhammadiyah 
belum memiliki perangkat baku sebagai metode penalaran 
hukum yang dapat digunakan untuk mengelak dari 
penggunaan giyis. Akibatnya, ketidak-berlakuan giyas 
hanyalah merupakan upaya “unik” atau bahkan hanya 
subjektif, dan bukan merupakan teori yang benar-benar 
digunakan. Akibat lebih jauh adalah ada sebentuk 
inkonsistensi dalam pola penalaran dan juga keputusan 
hukum yang diberikan. 


Contoh lain yang dapat menghantarkan kita kepada 
penggunaan giyas dalam bidang ibadah mahdhah oleh 
Muhammadiyah adalah masalah niat dalam tayammum. 


€ 


Tentang hal ini HPT mengajarkan: “...maka letakkanlah 
kedua telapak tangan ke tanah lalu tiuplah keduanya 
dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah...”? Penjelasan 
HPT tentang dalil yang digunakan dalam ketentuan ini 


dijelaskan dengan: 
20 SL JlaSYI UI Lgu nyaa) 


Hadits tentang niat ini sahih dan terkenal di berbagai 
kalangan khususnya figh. Namun menerapkan keumuman 
makna hadits ini pada tayammum, melibatkan sebentuk 
penalaran logis dari berbagai kalangan yuris, yang secara 
umum terpecah pada pandangan: (1) menganggap niat 


2 Tbid, 50.5 Teks arabnya berbunyi:d Lis Lal Lagasila 2)! Sala nol 
2 Tbid, hlm. 70. 
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pada tayammum adalah wajib, dan (2) tidak wajib niat 
pada tayammum. 


Kesimpulan hukum dari kedua pendapat tersebut 
sama-sama diambil dari pengoperasian giyis. yang 
berbeda dari keduanya adalah pada penetapan “Illat. 
Kelompok yang mewajibkan niat (al-Sysyafti, al-Zuhri, 
Rabiah, Malik, Laits bin Saad, Ishag, Ahmad, Ibn Thur, 
Abu Ubaid, dan Daud) membawa hukum wudhii kepada 
tayammum karena keduanya sama-sama bersuci untuk 
melakukan shalat. Dalam masalah wudht, perintah Syara' 
datang dan beriringan dengan perintah melaksanakan 
Shalat. Oleh karena itu, sifat perbuatan wudhii itu adalah 
ibadah, yang karenanya termasuk dalam makna firman 
Allah dalam O.S. Al-Bayyinah: 


Dengan menyamakan atau membawakan hukum niat 
wudhu pada Tayammum, maka berakibat hukum yang 
sama. 


Sedangkan pendapat kedua (Hanafi dan mayoritas 
Hanafiah) beranggapan bahwa tayammum tidak wajib 
berniat (hanya Sunnat) karena memberlakukan giyas 
kepada wudhii, di mana perintah wudhu” adalah 
untuk mensucikan sebagian anggota badan dengan 
menggunakan air. Sedangkan sifat asli air adalah suci." 


3 Karena firma Allah SWT dalam O.S.Al-Furgan: 48: haeb cl sLad! 3 Wjila 
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Maka dengan menggunakan air yang bersifat suci, baik 
berniat atau tidak, telah tercapailah maksud perintah 
tersebut. Penggunaan benda yang mensucikan (Jewel 
ad!) tersebut (dalam kasus wudhW adalah air) adalah 
untuk melaksanakan perintah bersuci (3,41). Singkatnya, 
hubungan wudhi' dengan shalat adalah pada bahwa 
sifat wudhi adalah mensucikan, bukan pada sifat “&,3” 
(mendekatkan diri kepada Allah yang merupakan sifat 
dasar pada Ibadah). Oleh karena itu, tidak diperlukan 
niat padanya atau bahwa niat bukan penentu tercapainya 
maksud dari perintah Syara. Sifat mensucikan ini juga 
terdapat pada tayammum (meskipun hubungannya 
dengan shalat hanya apabila wudhi tidak bisa dilakukan 
atau tidak bisa sempurna dilakukan), yang karenanya juga 
tidak wajib niat.” 

Terdapat pola yang mungkin dimapankan teorinya 
tentang perpalingan dari menggunakan giyas dalam 
bidang ibadah, yaitu mempersempit pemaknaan ibadah 
mahdhah menjadi ibadah yang individual an sich, atau 
memilah peribadatan yang melibatkan lebih dari satu 
orang menjadi bukan lagi ibadah mahdhah, seperti 
berjamaah. Maka konteks berjamaah, yang milibatkan 


2 Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, Kitabu I-Mabsut, Juz.1 (Beirut: Dar 
al-Marifah, tanpa tahun), hlm. 116. Muhammad bin Ahmad al-Aini, 
al-Binayatu fi Syarhi I-Hidayah (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 175. 
dua rujukan ini adalah kitab-kitab figh madzhab Hanafi, yang sengaja 
disebutkan agar tidak mengaburkan penilaian, karena sebagian besar kitab 
selain madzhab Hanafi memulai dengan vonis “salah” terhadap pandangan 
tidak wajib niat pada wudu'. 
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lebih dari satu individu dibicarakan sebagai bagian yang 
lain dari bagian shalat dalam tema hukumnya. Bila hal 
ini dilakukan, maka terdapat ruang penalaran dan ijtihad 
yang bisa digunakan ketika menghadapi persoalan yang 
menyangkut kebersamaan individu-individu tersebut. 
Dalam hal ini, kasus seperti jenis-jenis harta yang wajib 
dizakatkan dapat dijadikan contoh. 


Dalam ajaran Islam, Zakat merupakan kewajiban 
muslim yang kaya. Hukum kewajiban zakat telah diketahui 
secara dharuri dari syariat. Tatkala seorang hamba telah 
memiliki sejumlah harta, dan berdasarkan ketentuan 
syara telah wajib dikenakan zakat, maka kewajiban 
tersebut adalah kewajiban individualnya. Hukum seputar 
kewajiban pokok ini termasuk ketentuan syariat yang 
tergolong ibadah mahdhah. 

Di sisi lain, klasifikasi kaya-miskin, banyak-sedikit, 
adalah klasifikasi sosial. Artinya, kepemilikan seseorang 
memiliki keterkaitan terhadap orang lain dalam kelompok 
sosial. Dengan melihat posisinya sebagai ibadah yang 
memiliki peran kemasyarakatan yang cukup vital, maka 
melihatnya dengan perspektif ilmu-ilmu social jadi layak. 
Jika terdapat perkembangan teori, maka tema zakat bisa 
terus menerus dikembangkan dengan memberlakukan 
ijtihad, yang berarti juga dalam konteks penalaran hukum 
Muhammadiyah tidak lagi dibahas dalam bingkai ibadah 
mahdhah, tetapi lebih kepada ibadah sosial. 
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Maka dengan demikian, adalah layak bahwa jenis- 
jenis harta yang wajib dikenakan zakat dari apa yang 
datang nash padanya: tumbuh-tumbuhan (tertentu), 
emas dan perak, perdagangan (niaga), galian/tambang, 
dan temuan diperluas melalui giyis, dengan menetapkan 
ibadah zakat selain hukum pokoknya termasuk ibadah 
umum yang diizinkan Allah, yang ditetapkan melalui 
ijtihid. Perluasan hukum kepada harta-harta lain yang 
memiliki nilai ekonomis dan profit, meskipun tidak 
terdapat nash menjadi mungkin untuk ditetapkan. “I) 


8 Lihat, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa- 
Fatwa ..., Jilid.1, hlm. 111-118. 
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PENUTUP 


A. Kesimpulan 


Pembahasan dalam buku ini memberikan beberapa 
kesimpulan, yaitu: Pertama, @iyas adalah warisan 
intelektual Islam yang original dan berharga. Ia hadir 
sebagai sebuah nalar Islami yang didasari dari kesadaran 
dan kepekaan manusiawi dalam membaca dan 
memahami pesan-pesan syar'i. Spirit ini membawa pada 
perkembangan dan pematangan metodologi giyas cukup 
pesat dalam dinamika yang logis dan beradab. 


Kedua, Penelitian ini memperlihatkan bahwa 
perkembangan metodologi giyas yang secara umum 
dibagi ke dalam, (1) pemikiran hukum awal, dimana 
giyas merupakan metode berfikir dalam mencari solusi 
hukum digunakan secara sederhana, dan (2) pemikiran 
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formal, yang berusaha memformulasi konsep giyis 
menjadi metode penalaran yang terbatas dan ketat. Pada 
masa awal, subjektifitas ahli menjadi penentu keputusan 
yang kemudian diumumkan/difatwakan serta diikuti 
oleh pengikut atau pengguna hukum. Meskipun tidak 
terlalu kebal terhadap kritik, format penalaran hukum 
awal lebih mempertimbangkan sisi maslahah. Sedangkan 
pada masa Al-Syaffi dan selanjutnya, penalaran objektif- 
tekstual adalah identitas utama, pengujian terhadap 
produk hukum yang dihasilkan dari penalaran giyas 
bertumpu secara objektif terhadap teks/nash!. 


Ketiga, Unsur utama pembentuk giyais adalah 
adanya kasus asal, adanya kasus cabang/furu', dan ada 
penghubung antara keduanya yang dikenal dengan Tllat. 


Muhammadiyah, menggunakan giyas sebagai salah 
satu metode penalaran hukumnya. Namun terdapat 
kelemahan dalam penggunaannya. Hal ini terjadi karena 
tidak ada usaha pemutakhiran metodologi yang berakibat 
pada penggunaan secara serampangan metode-metode 
yang dihasilkan para pemikir klasik, atau hanya sekedar 
menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain 
tanpa ada system verifikasi yang dapat memastikan 
validitas penggunaannya. 


Kenyataan ini mengisyaratkan akan adanya ketidak- 
pedulian kolektif akan penalaran-penalan logis hukum 
yang seyogyanya semakin matang dan kompleks 
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karena ditangani oleh sekelompok orang dalam sebuah 
organisasi yang berijtihad secara kolektif, dibandingkan 
dengan yuris-yuris klasik yang nota bane bekerja sendiri. 


Muhammadiyah, menyatakan menggunakan giyis 
dalam sistem penetapan hukum yang disepakati secara 
organisatoris. Namun secara nyata pula terlihat usaha 
melarikan diri dari menggunakan giyas. 


B. Saran 


Beberapasaran yang penulis berikan kepada pembaca 
yaitu: Pertama, Menggagas ulang mekanisme penalaran 
giyas dalam organisasi-organisai Islam di Indonesia. 
Untuk itu diperlukan penyadaran dan kesadaran dari 
internal organisasi keagamaan agar program penetapan 
hukum berbanding lurus dengan penentuan kader 
atau anggota yang terlibat direkrut dengan kualifikasi 
kemampuan metodologi penalaran/usul al-figh yang 
mapan. 

Kedua, Setiap organisasi hendaknya berani sepakat 
dengan organisasi manapun dalam hal mencari solusi 
hukum yang bersifat keindonesiaan dengan ukuran 
kedisiplinan berpegang pada metodologi yang valid. 
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